
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATUP.AIY GUBER}IUR SUN{ATER,A, UTARA

NOMOR IO TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam raagka pembinaan

pegawai negeri sipil melalui penilaian kinerja berdasarkan

pada sistem prestasi dan sistem karir yang objektif, terukur,

akuntabel, partisipatif dan transparan perlu diberikan suatu

bentuk penghargaan berupa Tambahan Penghasila:: Pegawai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagr Pegawai

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentrrkan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
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undang-undang Nomoi' 1z rahun 2G03 teatang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Ind onesia
Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noraor a355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun zaa4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun zaa4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4O0);

undang-undang Nomor 5 Tahun 2ar4 tentang Aparatur sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4
Nomor 6, Tambaha* Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5a9a\
undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang pemerintatran

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesian
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang - undang Nomor 1 1 Tahun 2a2a tentang cipta
Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun zazo
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahun zoa6 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Reputrlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lal
Peraturan Pemerintah Nomor 1g ?ahun 2aL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58s7) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2aw tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2aL6
tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Z?tg Nomor 187, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6a}2l;

8.

rr7.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2atr tentang
Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aLZ Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6aszl sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor lr rahun zaza tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun ZaLz
tentang Manajemen pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun za}a Nomor 6g, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aTTl;

11. Peraturan Pemerintah Nomor lz rahun 2arg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubtik
Indonesia ?ahun 2olg Nomor 4z,Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6A22);

12. Peraturan Pemerintah Nomor so rahun 2otg tentang
Penilaian Kineqa Pega*'ai Negeri sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zolg Nomor TT, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63a0);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2o21 tentang Disiplin
Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2a2l Nomor 2a2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6T lSl;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ Tahun za2a

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor 1791);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B Tahun zozl tentang sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri sipil (Berita Negara.

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor ZLA|;

16. Peraturan Gubernu.r Nomor BB ?ahun zal6 tentaag susunan
organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera utara
(Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2oL6 Nomor
39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan

Kelima atas Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 3g
Tahun 2aL6 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah
Provinsi sumatera utara {Berita Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun 2O2L Nomor 9);
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17. Peraturan Gubernur Nomor 39 ?ahua zot6 tentang susunan
organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi

Sumatera utara (Berita Daerah provinsi sumatera utara
Tahun 2al6 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor ls rahun
2a2o tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Gubernur
sumatera utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan
organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi

sumatera utara {Berita Daerah Frovinsi sumatera utara
Tahun 2O2A Nomor 15);

18. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun zolr tentang susunan
organisasi, T\rgas, Fungsi, uraian Ttrgas dan Tata Kerja Bad.an

Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi sumatera utara {Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2ALT Nomor 3);

19. Peraturan Gubernur Nomor 61 ?ahun zoLT tentang susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja
Rumah sakit umum Haji Medan provinsi sumatera utara
(Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2o1T Nomor

6U;

24. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2oLT tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi sumatera utara {Berita Daerah pror,"insi

Sumatera Utara Tahun 2A17 Nomor 85);

21. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tatrun 2018 tentang susunan
Organisasi, T\.rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Keda
Rumah sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem provinsi

sumatera utara (Berita Daerah Provinsi Surnatera utara
Tahun 2018 Nomor 24);

22. Peraturan Gubei:nur Nomor z rahun gatg tentang
Perpindahan Pegawai Negeri sipil di Lingkungan pemerintah

Provinsi sumatera utara (Berita Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun zaza tentang susunan
organisasi sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi sumatera utara Tahun zazo Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubermrr Nornor
3o rahun 2a2l tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2A20 tentang Srrsunan
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crganisasi sekretariat Daerah dan sekretariat De-,van
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2a2l Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara€Ln urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ratqyat Daerah menumt asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undaag Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur sumatera utara selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah provinsi sumatera
Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.

5- Perangkat Daerah adarah unsur pemhantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusarr pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi.
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calon Pegr"r,'ai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat cpNS
adalah calon Pegawai Negeri sipil di lingkungan pemerintah

Daerah Provinsi.

sekelompok Jabatan pimpinan Tinggr yang selanjutnya
disingkat JPT atau setara Eselon I dan II adalah sekelompok
jabatan tinggl pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi atau setara Eselon III dan IV serta
Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi F*ngsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Koordinator adalah pejabat fungsional yang memimpin
sekel.ompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana
dalam melaksanakan tugas koordinasi pen]rusunan

rencana, pelaksanaan dan pengendaiian, pemantauan dan
evaluasi. serta pelaporan"

sub-koordinator adalah pejabat fungsionar yang membantu
koordinator dalam melaksanakan tugasnya.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah yang meskipun berbeda dalam ha1 jenis
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan
dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualilikasi
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah
suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan

kinerja; pelaksanaa-a, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi
kinerja.

Aplikasi Kinerja Aparatur Elektronik Jaringan onrine yang
selanjutnya disingkat Karejo adalah suatu aplikasi berbasis
web dan android yang dapat digunakan daram penJrusunan

SKP, pengisian aktivitas kerja, instrrrksi khusus pimpinan

dan perilaku kerja sesuai dengan tahapan Sistem

Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

t4.

15.
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16. I{inerja PNS adaiah hasil kerja r*aag dicapai cleh setiap pNS

pada organisasi/unit sesuai dengan sKp dan perilaku Kerja.
17. sasaran Kinerja Pegawai yang seranjutnya disebut sKp

adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
PNS yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu"

18. Instruksi Khusus Pimpinan _vang selanjutnya disingkat IKp
adalah perintah tertulis atau iisan serta pesan-pesan dari
Pimpinan yang harus dilaksanakan daa diseresaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan.

19. Indikator Kinerja individu yang selanjutnya disingkat IKI
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pNS

dalam periode tertentu (tahunan) yang dinyatakan d.engan

nilai kuantitatif sesuai dengan tugas dan fungsi.

24. Kinerja utama adalah langkah kerja untuk melaksanakan

tugas daa fungsi dan/atau kegiatan ditu.iukan uniuk
mencapai target kinerja tahunan organisasi dan
direncanakan secara sistematis sesuai hierarki organisasi.

21. Kinerja Tambahan adalah langkah kerja untuk
melaksanakan pekerjaan yang tidak selaru berkaitan
dengan tugas dan fungsi, dilakukan atas instruksi dan
perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan.

22. trejabat Penilai l{iiierja adalah atasan lar-igsiing p}is yang

diniiai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas

atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

23- Deuelopment Commitment adalah komitmen clalam

pengembangan diri pegawai.

24. communitg Inualuermentadalah kesempatan untuk ikut scrta
dalam melayani masyarakat melalui kegiatan relawan/jasa
untuk membantu meiriecahkan masalah-masalah scsial di
sekitar berbagai isrl, terrnasuk li*gkungan, pendidikan,
kesehatan, pembangunan, d11.

25. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh pNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangax.

25. Penilaian Perrlaku Kerja adalah penilaian revie'r B6c

terhadap perilaku kerja berdasarkan beberapa aspek.
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28.

pada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat

TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegarnai negeri

sipil dan calon pegawai negeri sipil yang dibayarkan atas

kinerja.

Review 360 adalah peniiaian atas tindakan keseharian
:*1.:,,;1,, '-^!^1,,; +nn- J^-; -i1.-^1,'l ^i-.1 i li-^1.'!6nahtiiiji'viilLt iiiuiiLiLii yUillJiiLal.aiti Lilii i ytlrdi\ irijll (ii iiiiShLiilSdlr

kerja masing-masing dengan pendekatan psikologis berupa

kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan

tertutup.

Presensi AnHne adalah sistem informasi yang berfungsi

mengelola dan menyajikan data disiplin kerja bagi PNS di

Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara
f-\-i;-^ .{^- tarintnryrnci 1.^ o^i' '-r,1" D--o--!-.ot r\^o--1"vrrrrrrL uqrr LLr trrlUf+ qDt AL oLtql ult r vr qrr6AqL uqur qlt,

sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung

pengambilan kebij akan dalam Bidang Kepegawaian.

Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adaiah

formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat

fungsional dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi

oleh pengusul jabatan fungsional dalam penetapan angka
1-*^A:+
i\i LUi L.

Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan

identifikasi dan membantu penvelesaian masalah perilaku

kerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.

Ide Baru adalah kemampuan memunculkan ide/gagasan

dan pernikiran barr- dalarn rangka rneningkatkan efektivitas

kerja.

^-^^*^- Dan.lnnat^* l-- E^l^-;^ n^-*^1- ,-^-^ -^1 ^*:,r+.^1,^/ ur66qr qll l laruqyqLqrr uqrt UUIaIIJa UaUr arr J dl'rti SUI€rj,IJ L{ LIi y ci

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

30.

31.

32.

-aJJ.

CAJT.

BAB II

SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

Setiap Pegar,vai menyusun rencana SKP di awal tahun dan/atau
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a',ru'al masa.jabatan secai:a ber.jenjang dari pejabat pimpinan tinggi
ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional.

Pasal 3

Penyusunan rencana sKp sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berdasarkan :

a. pcrjanjiaa kiner.ja;

b. SKP atasan langsung; dan

c. target organisasrlunit kerja
Penyusunan rencana sKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan memperhatikan :

a. Rencana Strategis (Renstra);

b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);

c. Instruksi l{husus Pimpinan gf-ip);

d. Organisasi dan tata kerja (O?K);

e. tugas pokok dan fungsi (uraian jabatan); dan

f. butir-butir kegiatan jabatan fungsional.

Pasal 4

{1) Pcnj,'usunan rcncana sKp sebagairaaaa dimaksud dalara
Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara pengisian melalui
apiikasi karejo, mencakup :

a. Kinerja utama terdiri dari:

1. Rencana Kinerja ;

2. Indikator Kinerja; dan

3. Target Kinerja.

b. Kine{a tambahaa, -y'aitu jeais kinerja yang rilendoi-ong
pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian

sasaran Kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok
jabatannya namun masih sesuai dengan
kompetensilkapasitas pegawai yang bersangkutan
dengan kriteria sebagai berikut:
l. Deuelopment commitment rnerupakan komitmen dalam

meningkaikan pengetahuanrlkompe+.ensir/

keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan

{21
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maupuli orang lain. ccntoh: mengikuti seminai-,
mengajar meiatih pada pendidikan dan pelatihan,
mengikuti pendidikan dan pelatihan dll;

2. communitg inuoluement merupakan keikutsertaan
dalam kegiatan sosiai baik di lingkungan instansi
maupun di luar lingkungan instansi. Communitg
inuoluement bertujuan agar setiap pegawai melibatkan
drrinya secara aktii dalarn mcmberikan dampak pcsitrf
(ualue ad"ded) terhadap lingkungannya. Contoh:
keikutsertaan dalam satuan tugas pengendalian Couid.-

19 dlt.;

3. Di luar tugas pokok jabatan;

4. Kinerja tambahan dibedakan berdasarkan lingkup
penlrgasannya dan dibuktikan dengan surat
keputusan;

5. Kinerja tambahan memiliki indikator kinerja individu
dan target;

6. Disepakati dengan atasan langsung yang
bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola

kinerja/ tim pengelola kinerja;

7. Terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.
Rencana kincrja sebagaimana drmaksud pada ayat (1) huruf
a angka t harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian (hasil
kerja) yang merupakan sasaran, inisiatif strategis, rencana
aksi dan instruksi khusus pimpinan bukan aktivitas maupun
kategori pekerjaan.

Pen5,,usunan SKP bagi pegawai yang dipekerjakan/
diperbantukan/penugasan khusus dilakukan sesuai
l<eteatuan yang berl.aku pada ternpat dirnana lr,6iig
bersangkutan bekerja.

Penyusunan sKP bagi pegawai yang cuti dibantu oleh atasan
langsung dan pejabat pengelola kepegawaian dengan
menunjuk pelaksana tugas.

Penyusunan SKP tidak beriaku bagi pegawai yang :

a- diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan /anggota
lembaga nonstruktural;

b. diberhentikan sementara;

{3)

(41

(s)
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c. menjaiani cuti di luar tanggungan negara;
SKP dapat dilakukan perubahan apabila :

a. perubahan pemangku jabatan;

b. perubahan program, kegiatan, alokasi anggaran yang
mempengaruhi capaian tujuan dan sasaran;

c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
Perubahan peniangku jabatan sebagaimana dintal<sud pada
ayat (6) huruf a maka SKp jabatan lama ditutup dan
selanjutnya melakukan penyusunan dan penetapan sKp
pada jabatan baru sesuai dengan TMT surat pernyataan

Melaksanakan Tugas dan/atau TMT surat pernyataan

Pelantikan.

PenSrusunan rencana sKP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 aSrat {1} tercantum dal.am Lampiran I sampai dengan
Lampiran vII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1),

ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja pegawai setelah di
re.,'iii cleh Pengelcl.a Kepega-waian unit Ker.ia rnasing-masing.

(2| Format reviu rencana sKP tercantum dalam Lampi.ran VIII
sampai dengan Lampiran x sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Penctapan SKP bagi :

a. Pejabat pimpinan tinggi madya disetujui dan ditetapkan
oleh kepala daerah;

b. Pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui dan ditetapkan
oleh atasan langsung;

c. Pejabat administrasi disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung;

t'7\1,,

(8)
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d. Pe.jabat fungsicnal disetu;ui dan ditetapkan oleh atasan
langsung dengan mempertimbangkan pendapat dari tim
penilai angka kredit jabatan fungsional.

Penetapan SKP setiap tahun paling lambat dilakukan pada

akhir bulan Januari tahun anggaran.

Format penetapan SKP tercantum dalam Lampiran XI sampai
dengan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Pcraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Periial<u Kerja dalam SKP, meliputi:

a. orientasi Pelayanan;

b. komitmen;

c. inisiatif kerja;

d. kerjasama; dan

e. kepemimpinan;

Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat i1)
tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian i'ang tidal<

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal I

orientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1) huruf a merupakan sikap dan periiaku kerja pega'n'ai daram
n:icnaberil<an pelai'anan terbaik l<cpada i'ang dilayani anlara laiii
meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait
danf atau instansi lain.

Pasal 9

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat {1}

huruf b merupakan kemauan dan kemampuan untuk
menS'claraskan sil<ap dan tindakan PIIS unLul< meu,-u.judl<an

tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas

daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau
golongan.
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I{omitmen dapat berbentuk pelaksaiiaan IKp 5rang diberikan
oleh Gubernur kepada JPT danfatau Kepala perangkat

Daerah terkait langsung dan tidak langsung dengan tugas.
JPT atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat memerintahkan pejabat Administrator
dan Pejabat Pengawas di lingkungannya untuk
melaksanakan IKP begitu juga pejabat pengawas dapat
memerintahkan ba-"vahannya.

Pelaporan IKP dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan.

Pasal 10

Inisiatif kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

huruf c merupakan kemauan dan kemampuan untuk melahirkan
idc:idc bai'u, cara-cara baru untul< peningkataa l<cr.ja, kemauan
untuk membantu rekan kerja, yang membutuhkan bantuan,
meiihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan
untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari. serta penuh
semangat dan antusiasme, termasuk didalamnya inovasi yang
dilakukan oleh pegawai.

Pa-sa_l 1L

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal z ayat (1) huruf d
merupakan kemauan dan kemampuan pegawai untuk
bekerjasama dengan i'ekan ke:.]'a, atasan, ba:,vahan:. daram unit
kerjanya serta instansi lain dalam rnenyelesaikan suatu tugas
dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya
guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pasal 12

{U Kcpemirapinan sebagaimana dimaksud dalam pasal T a3rai

(1) huruf e merupakan kemauan dan kemampuan pNS untuk
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain
yang berkaitan dengan bidang, tugasnya demi tercapainya

(4)
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tujuan organisasi. Iz'epemimpinan yang merniliki karakter
sebagai panutan {role mod"e}, penyemangat {motiuator}, dan
pemberdaya (enabler).

tzl Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus
bagi PNS dalam JPI, Jabatan Administratar, Jabatan
Pengawas, dan PNS dalam jabatan fungsional yang
karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek
l.^h^*.: *^:*^-nv PU l irrrr rlJi rrar i.

BAB III

PELAKSANAAN KINERJA, PEMANTAUAN KiNERJA,
I-} A \T DE-\/TE I I\I A A NT LiI \1 f P 14II U Ii i TaI.I LI'\Uf, I

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 13

(U Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah SKp

ditetapkan.

(2) Pelaksanaan rencana l<inerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) dilaporkan dengan ketentuan :

a. pelaporan aktivitas kerja dan capaian kinerja pegawai

dilaksanakan sebagai berikut:

1. Aktivitas kerja dapat dilaporkan setiap hari atau paling

lama 3 (tiga) hari kaiender setelah aktivitas dilakukan.
2. Target capaian kinerja tahunan dilaporkan setiap akhir

+^L,,*.
LqftLitt,

b. pelaporan IKP dan tambahan lainnya paling lama
dilakukan pada hari terakhir bulan berjalan.

Pasal 14

Pelaporan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

ayat (2) huruf a didokumentasikan setiap hari terhadap capaian
kincrja bcrupa prod.uk alau output dari kineria pada SIr,p discrtai
dokumen utama dan dokumen pendukung lainnya yang

menggambarkan capaian kinerja.
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If^-.:^.^ t/^A,-^uaErcirj. I\ELrLia

Pemantauan

Pasal 15

Pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan oleh pejabat penilai kinerja dengan
memverifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 a5rat

(2) paling larrbat 3 {riga) hari }<alcndcr pada blrlan
berikutnya.

Pemantauan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dengan mengamati capaian kinerja meralui dokumentasi
kinerja yang terdapat dalam Karejo dan d.apat juga disertai
dengan bimbingan kinerja.

Format Pemantauan Kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampira:: ,\C'/ sampai d.engan Lainpiran XVi sebagai bagian

tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Pengamatan seLragaimana dimaksud dalam pasal 15 pada

ayat (21 pejabat penilai kinerja sebagai atasan langsung
memtreri penilaian setuju atau tidak setuju/menolak setiap
aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.

Apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan,
pega'wai bersama dengan pe.iabat penila: kinerja harus segera

mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta
dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan
tujuan sebagaimana direncanakan semula.

Dalam keadaan tertentu, batas waktu verifikasi laporan
aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

clapat diubah, dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada
.^^^'.'^.:
liuiacl- v1 crt,

Dalam rangka menjamin akuntabilitas penilaian Kinerja
pegawai, dil:entuk Tim Pengelola Kinerja pNS.

Tim Pengelola Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) mempunyai tugas untuk:
a. melakukan validasi rencana sKP yang telah reviu oieh

pengelola kepegawaian unit kerja sebelum ditetapkan oleh
DnicLa { Dnniln.i L-i*^-;^.r vJqvqt I wltlrGi laii ILtJ(i,

b. melakukan validasi data yang diinput oleh pegawai;

{5}

(6)

(71

t8)
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c. meiakukan validasi hasil uji besaran rekapitulasi
produktivitas kerja dan disiplin kerja.

d. melakukan validasi terhadap kesesuaian laporan IKI.

e. meneruskan aktirritas kepada atasan pejabat penilai

kinerja untuk memverifikasinya.

(9) Tim Pengeloia Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengukuran

Pasal 16

(1) Pegawai wajib melakukan pengukuran kinerjanya melalui
Karejo.

(2) Pcngukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ai'at {1}

dilakukan terhadap :

a. sKP dengan membandingkan realisasi sKp dengan target
SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah
ditetapkan.

b. perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja
yang mempertimbangkan pendapat rekan kerja dan
lrotr.^1"^- l^*^-',*^uqvv qr lql r rAr r6arilr i6.

(3) Dalam pengukuran kinerja, Realisasi kinerja pNS dapat
melebihi target kinerja maka nilai capaian kineda paling

tinggi pada angka 120 {seratus dua puluh}.
(4) Format pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVII sampai dengan Lampiran XVIIi sebagai bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 17

(1) Untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan dalam SKP diselenggara.kan pembinaan kinerja

pcgar,vai dalam bcntuk bimbingan kineq'a dan konscling
kinerja,
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{2} Bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud pada a5,-at (1},

dilakukan oleh atasan langsung pNS.

(3) Pormat bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XIX sampai dengan lampiran
xXIi.

(4) Konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan oleh konselor terhadap pegawai yang mempunyai
permasalahan pcrilaku kerja yanq dapal mcinpcnearuhi
pencapaian target kinerja.

(5) Konseior sebagaimana dimaksud pada ayat (41, merupakan
atasan pejabat penilai kinerja.

(6) Format konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran xxIII sampai
dengan Lampiran XXUII sebagai bagian yang tidak
tcrpisahkan dari Pei-aturan Gubcrnur ini.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Pasai t8

(1) Penilaian Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam suatu sistem
Manajemen Kinerja Pegawai.

{2i Penilaian Krne{a Pega'.','ai sebagaim.ana dimaksud pada a3,'at

(1) neeliputi penilaian:

a. SKP;

b" Instruksi Khusus Pimpinan

c. Perilaku Kerja; dan

d. Ide baru.

(3) Format penilaian kinerja pegarrai sebagaimana tercantum
r{a!n: T ^'_hi-^^ V\aI\f ^-mn-; J+n-^n T amni-^* v\r\zTTuarqrrr Larrrliir d.rr 1rv1i,\ siriiiPi:ii (lL'ii8iiii Lil.iiiiJij iiii /.v'v\ii

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

Gubernur ini.

Pasal 19

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dirnaksud dalam pasal 1g

dilakukan melalui sistem daring Cengan apiikasi Karejo.
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(u

(21

D--^1 0r\I ASCLi 4U

waktu kerja efektif setiap pNS untuk jangka waktu 1 (satu)

bulan paling sedikit 6.000 (enam ribu) menit dalam 20 hari
1-^*: ^i1.ua.jd'.

waktu kerja PNS yang melaksanakan tugas luar langsung
terhitung 300 (tiga ratus) menit perharinya dengan catatan
tetap membuat aktivitas kerja.

Perhitungan waktu kerja elektif sebagaimana dimaksud" pad.a

ayat (1), dikecualikan dalam hal terdapat hari ribur nasional
dan/atau cuti bersama yang jatuh pada hari kerja.

Pasal 2 1

Penilaian Perilaku Kerja dilakukan melalui metode review

360 dengan survey tertutup.
uletode pola revie-..n 360 sebagairnaita dimaksud pada ai,at (1-)

merupakan metode penilaian Perilaku Kerja yang diiakukan
dengan penilaian PNS oleh atasan, bawahan, dan rekan
kerja.

Formulasi bobot penilaian Perilaku Kerja melalui metode pola

Review 360.

Penilaian Perilaku Kerja dilakukan melalui sistem daring
.ll^--^- ^^Iil.^-; I-'^-^:^u!rr6qrr qyrt.alcrol ilqr Ljv.

BAB V

TINDAK LANJUT

F-noion lfoqrirrIJufrrqr r taugGi u

Pelaporan Kinerja

Pasal 22

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang oleh pejabat

Penilai Kinerja dalam bentuk dokumen peni.iaian Kinerja.
Dokumen penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ovot l1I *^I;^"+: 'qJqL \r, rrrLrrlJuLi.

a. Nilai Kinerja PNS;

b. Predikat Kinerja PNS;

{3)

{u

ro\
\41

{3}

(4)

{1)

{21
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c. Permasal.ahan lTrinerja pNS;

d. Rekomendasi; dan

e. Dokumen iainnya

(3) Format pelaporan kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran xxXlll sampai dengan Lampiran xxxv sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Basian Kedrra
--_o_--__

Pemeringkatan Kinerja

Pasal 23

Dalam rangka pengembangan karir pNS diselenggarakan
pemeringkatan kinerja tahunan yang diiakukan berdasarkan
capaian kinerja PNS.

Pcmcringkatan kincrja tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja pNS.

Pemeringkatan kinerja dapat dijadikan pertimbangan daram

menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan
pengembangan karir.

Bagian Ketiga

Penghargaan Kinerja

Pasai 24

Laporan dokumen penilaian kinerja dapat digunakan sebagai

dasar pemberian penghargaan kinerja.
Pcmbcrian pcnghargaan kincrja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam peraturan

Gubernur Sumatera Utara.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 25

(1) Hasil penilaian Kinerja dapat digunakan sebagai dasar

pemberian sanksi bagi PNS.

fot
\zl

t3)

tu

/ol
\2j
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(2) Pcmberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ai'at (1),

dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim penilai Kinerja

PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 26

PNS dapat mengajukan keberatan berkenaan dengan sistem atau

non sistem atas hasil penilaian kinerja disertai alasan keberatan
kenar{a atasan r1 ari Pe'iahel Penilai Kineria- - - r- -- ---- -J --'- -- -

Pasal 27

Ir-'r-.hnrl'!-n n hotl-en n o n rl ^- aor ai c*^- oo1. o ^^ ;* ^* ^,:l;* ^ 1--" .{rLLUUrqtqrr uLrALrlcl<trj.i. LiLj.IS.iii i)i'5LLrir i)gijcfE;iiiliiajliii iiiiiiijti'iji-ili

dalam Pasal 26 diajukan oieh PNS karena adanya

kesalahan/ malfungsi pada sistem.

Keberatan berkenaan dengan non sistem sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 diajukan oleh PNS dengan alasan

sebagai berikut:

a. aktivitas tidak verifikasi oleh atasan langsung;
h hn'.r:chon tirt^!z r{on^+ h-^l--nria cn.a^ r]^- *^'l ^1,''1-^-u, vqvvqrrqrr truul\ L-.c P(tL (rLiaLijq ect.iiici. Lidii fiiL ii:ii\iilii:iii

tindakan indisipliner; atau

c. sebagai atasan langsung, menolak iaporan bawahan"

Permasalahan yang menjadi keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) han5,=a berlaku pada bulan

dimana permasalahan tersebut terjadi.

Dalam hal atasan langsung menoiak laporan bar,vahan
.:nhnsnimnnlr]i+^i..o.,.l*^l^or'otIo\-!rrrr,'f^DNIeruua6uiirld.i. j.(l Lt j.rrrdi\i).lu Hd.Li.i qJ ciL \L j iiiji ijr L ! f-i.ilf, J aiiig

bersangkutan dapat mengajukan banding;

Penyelesaian Keberatan dan Banding dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan dengan

melibatkan Pengelola Kepegawaian.

/-l I11,

t2l

(3)

(4)

{5)
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E^^^l 10r alSclr 4(i

Dalam hal hasil Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 dar' Pasal 27 terdapat kekurangan pembayaran
'fDD l.nnnrln T)\TQ l-^--^-^l .ar+^6 *^1.^ l,^1,"-^-^i rr iruPiiLiLi r-i\rf -YLiiiB UUitiiiiiEiii-tLaii, iiii-tiii-l t(Ci(iji'iiitgi-iiiil'v't-i

dibayarkan pada bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.

Bagian Keenam

Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja

Pasal 29

/ 1\ I Intr r'!: momaotil;on 'l-ol---1 
^-.i',+-- .l^- ^^'-^^'-1-^-^^- -.i-+^*\r, vrrLul! rrrurrrqJLlr\qlr IlLUur lqriJULtui Udii ljuii6LrlriJL,rttiiriij' OisLL-ii!

Penilaian Kinerja PNS dievaluasi oieh Tim Penilai Kinerja.

(2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap

seluruh unsur Penilaian Kinerja, sistem daring Penilaian

Kinerja dan sistem lain terkait penilaian kinerja PNS.

t3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada alrat (1) dan
nr.ot /O\ Aito+or1zon Aonryon -Tfonrrt::ocn ll!::1:o--rro<rycrL [aj3 LtiLLLcalJl-\c.i.ri LivirE;aeit t-\UiJLiLL.iEi:aii -\]-i.iiJLj.ii(.ai.

Bagian Ketujuh

Karejo
Doo^l ?Aa aJal \/v

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

kepegawaian membangun dan mengeiola Karejo.
/11 l{or+in o^}t^ryni,ran^ .{i-^1,^rr/'l nor{o arrnl l'l I ^^li*^ l-rr-^-^\zl ia(l.iLjL, ovvqEid,rtrrclrrot Liiiria4i\irLiLi Pi.liijii ci_!al'L (ij, PiiiiliB iii'iii:iiiB

mencakup:

a. Data PNS;

b. Profil kinerja PNS; dan

c. Perencanaan Kinerja;

d. Pelaksanaan, Pemantauan Kinerja dan Pembinaan

Kinerja
6 Do^iloi-- 'l-inor'io Dl\TQL, r Lrrrraaqrr I\rrr!rJq r iru.

f. Tindak Lanjut
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(3i Dalarn pernbanguiian Kare.io sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang kepegawaian berkoordinasi d.engan
Perangkat Daerah yang meiaksanakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Rnryinn lr'eqotr ruqEruir rLUJU( u

Umum

Pasal 31

iU PIJS dan CPIYS diberrkan Tpp setrap bulan be;:dasarkan hasil
produktivitas kerja dan disiplin kerja.

{21 Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilaksanakan pada bulan berikutnya berdasarkan
produktivitas kerja dan disiplin kerja Lrulan lalu.

{3i Formasi perhitungan Tpp sebagaimana tercantum dalam
Lampiral xxxu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
I)Ffn+-.r-^- rar rL.^*-,,* ;*;r LrqLuraii, uiiiiuiiiLii iiii,

Pasal 32

Pcinberian TPP sebagaimana dimaksud dal.am pasal. G1 ayat {}"},
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. produktivitas kerja sebesar 6ao/o {enam puluh persen}; dan
b. disiplin kerja sebesar 47vo @l;ripat puluh persen).

Pasal 33

(1i Penilaian produktivitas kcrja dilakukan bcrdasarkan:
a. pelaksanaan tugas melaiui aktivitas kerja dan penilaian

terhadap hasil aktivitas kerja sebesar 40yo (empat puluh
persen);

b. penilaian dari Pejab,at penilai terhadap hasil pelaksanaan

instruksi khusus pimpinan yang diberikan kepada
pegawai yang dipimpinnya Z0% (dua puluh persen);



/o\
\41

t3)
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c. penil"aian Perilal<u Kerja 4Aah {eirrpat puluh persen}.

d. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b
dikecualikan bagi pejabat fungsional bukan dari hasil
penyetaraan jabatan. sehingga pelaksanaan tugas melalui
aktivitas kerja dan penilaian terhadap hasil aktivitas kerja
sebesar 6ao/o (enam puluh persen) dan perilaku kerja
sebesar 4AYa @mpat puluh persen).

Pcnilaran akri';i'.as l<cr.ja dan Instruksi l{husus pirnpinan

dilakukan oleh Pejabat penilai Kinerja
Kriteria penilaian aktivitas kerja dan instruksi khusus
pimpinan berdasarkan :

Hasil keqja sempurna tidak ada

kesalahan, tidak ada revisi dan
pelayanan diatas standar yang

ditcntukan dan lain-iain.

Hasil kerja mempunyai I (satui atau

2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada

kesalahan besar, revisi, dan
pelayanan sesuai standar yang telah

ditentukan dan lain-lain.

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau

4 {er:epat} kcsaiahan kecil, dan tida}<

ada kesalahan besar, revisi, dan
pelayanan cukup memenuhi standar

],ang ditentukan dan lain-lain.

Hasil keda mempunyai S (lima)

kesalahan kecil clan ada kesalahan

besar, revisi, dan pelayanan tidak
cukup memcnuhi stand"ar :,,ang
ditentukan dan lain-lain.

Hasil ke{a mempunyai leLrih dari 5

{lima} kesalahan kecil dan ada

a. 91- 10O

b. 76 *90

c. 6l*75

kesalahan besar, kurang
memuaskan, revisi, pelayanan di
bawah standar yang ditentukan dan
ln in 1^i-rqiii: i6iii

d.5i-60

e. 5O kebawah
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p^-^1 2,4r aJc1l JT

Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi
kehadiran pegawai.

Kehadiran Pcga'*'ai pada saat masuk kerja dan saat pulang
kerja.

Ketentuan waktu kerja pegainzai di lingkungan pemerintah
daerah sebagai berikut :

hari senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai
dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
hari Jumat waktu kerja d.imulai dari pukul 0g.00 wIB
sampai dengan pukul L7.CO WIB.

Ketentuan waktu kerja pegarrai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci
Ramadhan) yang diatur lebih lanjut dan berpedoman pada
ketentuan peraturan yang berlaku.

PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dengan alasan izin
untuk kepentingan pribadi/keluarga yang diberikan paiing
Lama 3 ('"iga) hari dalarn 1 (satu) buian j-ang drbul<tikar"r

dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan langsung.
Ketentuan waktu kerja untuk perangkat daerah pelayanan
publik yang melakukan pelayanan khusus diatur lebih lanjut
oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan
jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 jam 30 menit
dalam satu minggu.

Besai'an pengurangan setiap jenis nilai disiplin ker;a
sebagaimana tercantum dalam Lampiran xxxwl sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini"

Bagian Kedua

Validasi Daftar Nilai Kinerja

Pasal 35

Pembayaran TPP dilaksanakan seteiah validasi daftar nilai
kinerja.

validasi daftar nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diiakukan oieh Perangkat Daerah yang melaksanakan

b.

{41

{s)

(6)

tn\
1,,

(1)

{2)
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ui-usan fungsi penunjang kepega,waian.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pengecualian pemberian Tambahan penghasilan

Da-^-*^f 1r qrqSic.li I

Pegawai Negeri Sipil yang Cuti

Pasal 36

Pemberian TPP bagi pNS yang mengajukan cuti dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. PNS yang mengajukan cuti sakit, meliputi:
L. cuti sal<it saiapai dengai: 14 {.=mpat belas} hari drberikan

TPP 80% tanpa membuat laporan penilaian Kinerja bagi
PNS, dengan ketentuan melampirkan surat keterangan
sakit dari dokter pemerintah;

2. cuti sakit 15 (lima belas) hari sampai dengan 6 (enam)

bulan diberikan Tpp sebesar 65%o dari jabatan terakhir,
dengan ketentuan mendapatkan surat keterangan sakit
dari tirn pcngu.ji kcschatan plJS; dan

3. cuti sakit 6 (enam) bulan sampai dengan 1g (delapan
belas) bulan diberikan Tpp sebesar 40yo dari jabatan
terakhir, dengan ketentuan mendapatkan surat
keterangan sakit dari tim penguji kesehatan pNS.

b. PNS yang mengajukan cuti melahirkan sampai dengan anak
ke-3 (tiga) sejak yang bersangkutan menjadi pNS dan cuti
besai'dengan kepeatiagaii agama d.iberikaa Tpp l*co,+ tanpa
membuat laporan Penilaian Kinerja bagi pNS;

c. PNS yang mengajukan cuti besar hanya diberikan Tpp
sebesar 4A%.

d. TPP bagi PNS yang cuti di luar jenis cuti sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberikan Tpp
Laaa/o tanpa memb*at laporan penilaian Kinerja bagi pNS.

c. PIJS y'ang mciaksanakan cuti di luar tanggui?gan nfgara tidak
diberikan TPP.
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Paragraf 2

Pegawai Negeri Sipil yang DipekerjakanI
Diperbantukanl penugasan Khusus

Pasal 37

(1) PNS yang dipekerjakanl diperbantukan/penugasan khusus
memilih TPP atau tunjangan dari instansi tempat pNS

dipekcr.j akan r/ diperbantukan rl penugasan khusus.

t2) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan/penugasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan Tpp dengan
svarat melampirkan surat Keterangan tidak menerima
tunjangan tambahan dari instansi asal.

Paragraf 3

Caion Pegawai Negeri Sipil
Doool 2QI qug r u\,

CPNS diberikan TPP sebesar 80o/o (delapan puluh persen).

Ba-gia-n Keempa_t_

PNS dan CPNS yang tidak diberikan Tpp

Pasal 39

PNS dan CPNS yang tidak diberikan Tpp. meiiputi:
1. PNS dan CPNS Tenaga Fungsional Guru sMA/ sMK, Guru

SLB dan Pengawas Sekolah;

2. PI\,lS 5,'ang melaksanakan tugas bela.jar

3. PNS dan CPNS titipan yang bertugas diluar perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara;

4. PNS dan CPNS yaang ditlerhentikan sementara karena
ditahan oleh pihak berwajib sebab menjacli tersangka tindak
pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkrach);

v, ! rru tj(rrI vr r!*f !.iiiB uiuuiiiuiiriii.iiii tiLiil scuiiiig iiii.jngajui(an

banding administratif kepada Badan pertimbangan

Kepegawaian atau mengaj,kan gugatan di pengadilan Tata
Usaha Negara.
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Bagian l{elima

Pelaksana Tugas atau pelaksana Harian
Pasal 40

Dalam ha1 terjadi penunjukan pelaksana Tugas, pNS dapat
diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang
mcrangkap sebagai Pelal<sana Tugas dapat iaeaerima ?pp
tambahan, sebesar 2a% (dua puluh persen) dari rpp
dalarn jabatan sebagai pelaksana Trrgas pada jabatan yang
dirangkapnya;

b. Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana Tugas
jabatan lain, menerima Tpp yang lebih tinggi dan
ditambah 2o% (dua puluh persen) dari rpp pNS yang lebih
rcndah pada .jabatan dcfinitif atau jabatan i.ang
dirangkapnya;

c. Pejabat satu tingkat di bawah pejahrat definitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang
merangkap sebagai Pelaksana Tugas, han1r61 menerima
TPP tertinggi sesuai dengan Tpp jabatan yang
dirangkapnya;

d. TPP tarnbahan bagi pega',vai yang mcrangkap sebagai
Pelaksana Tugas, dibayarkan terhitung mulai tanggai
menjabat sebagai Pelaksana Tugas;

e. Pelaksana Tugas dengan jangka waktu menjabat kurang
dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan
pembayaran TPP tambahan;

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud. pada a_vat (1),
.{ i t^t^ -1-^ '. ^I ^1^ ,ur LL LqPI.laj.r (jj.{-ii,

a. Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur) dalam hal
penunjukan Pejabat struktural sebagai pelaksana Tugas
Pejabat Pimpinan Tinggi pratama; dan

b. Pejabat yang berw,enang {sekretaris Daerah) dalam hal
penunjukan PNS sebagai pelaksana Tugas pejabat

Administrator atau Pengawas.

{2}
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Bagian lr.e.^nam

Pegaw'ai Negeri Sipil yang Rotasi/Mutasi dan pensiun

Pasal 41

Dalam hal terjadi rotasi/mutasi pNS, pemberian Tpp diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PNS yang rotasif mutasi sebelum tanggal 15 bulan berjalan,

dibe r-ikan TPP scsuai jabataa baru;
b. PNS yang rotasi/mutasi pada tanggal 15 dan seterusnya

bulan berjaian, diberikan Tpp pada jabatan lama; dan
c. Pegawai Negeri sipil yang pindah ke pemerintah Daerah

disesuaikan dengan peraturan Gubernur yang mengatur
tentang perpindahan pegawai

Pasal 42

PNS yang pensiun mendapatkan Tpp terakhir pada bulan terakhir
yang bersangkutan bekerja, yang diba3rarkan pada bulan
t:nri'l-rrf-"^vLrfAuLilJ<1,

Bagian Ketujuh
Pengurangan Tambahan penghasilan pegaw,ai

D-^^I ,{ Di ci{rqr -i u

(1) Faktor-faktor pengurangan Tpp antara lain:
a, mendapatkan hukuman disiplin;
b. meiakukan aktivitas negatif;

c. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan pejabat

Negara dan Laporan Harta Kekayaa, Aparatur sipil
Negara; dan

d. tidak melakukan pengembalian dana Tuntutan
Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi;

e. tidak mengusulkan Dupak setiap tahunnya sesuai dengan
!..ntenfr'^^ .i 

^1^^i ^*r\v L\ I I L qq i r Jci..igl, L(ii r.

{2) Jenis aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l}
hurrf b, sebagai berikut:

a. tidak memakai pakaian dinas beserta atributnya sesuai



(3)
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ketentuan peraturan pei-Lli:dang-undangan;

b. tidak melakukan verifikasi atas pekerjaan bawahan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan tanpa aiasan yang
dapat dipertanggLlng jawabkan;

c. tidak melakukan review 360 derajat; dan
d' meminta atau membantu pNS atau pihak lain d.engan

sengaja untuk menginputkan unsur-unsur dalam sistem
daring peailaiaa kinerja.

Aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilaporkan oleh pNS

melalui Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian masing-
masing perangkat daerah dengan disertai bukti yang akurat.
Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) membuat raporan tertulis kepada
I{epala Perangkat Daerah yang meiaksanakan fungsi
penunjang kepegawaian melaiui Kepala perangkat Daerah di
tempatnya masing-masing.

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) melakukan klarifikasi dan menempuh mekanisme yang
secara mutatis mutandis mengatur ketentuan mengenai
peianggaran kode etil< PNS ber:dasarkaa }<ctent'.lan peraturaa
berlaku.

Bagian Kedelapan

Pembayaran Pengurangan Tpp

Pasal 44

Pemba3,'aran TPP bagi pNS sebagaimana climaksud dalar:. pasai

31 dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin yang didasarkan

pada keputusan penjatuhan hukurnan disiplin dengan
ketentuan :

1. Hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan
masi-h melaksanakan tuga-s, maka tidak diberikan Tpp
selama selama 5 {e;ram} bulan; dan

{4}

(s)



b.

c.

d.

e.
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2. Pengaturan lain i'ang mengatui' tentang pega'r/ai -r,aiig

terkena hukuman disiplin, diatur dengan ketentuan
peraturan berlaku.

Bagi PNS yang melakukan aktivitas negatif dikenakan
potongan TPP sebesar 3%o (tiga persen) per pelanggaran dari
aspek disiplin kerja yang dihitung secara akumulasi;
Bagi PNS yang terbukti melakukan manipulasi data kinerja
dan l<ehadiran, dilakukan pengurangar-r Tpp sebani'ak Loo%
(seratus persen);

Bagi wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN atau
LKHASN sampai batas waktu pelaporan dikenakan sanksi
pemotongan TPP sampai dengan 50% (lima puluh persen)

setiap bulannya sampai yang bersangkutan melaporkan; dan
Bagi PNS yang tidak melakukan pengembalian dana
Tuntutaii Perbcndaharaan Tuntutan Ganti Rugi dikenakan
sanksi pemotongan TPP sampai dengan 50o/o (1ima puluh
persen) setiap bulannya sampai yang bersangkutan
melakukan pengembalian.

BAB VII

FAKTOR PENILAIAN KINERJA JABATAN ADMINISTRASI
Drcal 4(

Penilaian Kinerja bagi PNS dalam Jabatan Administrasi (Jpr,
Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas) dipengaruhi
hasil Penilaian Kinerja bar,vahaa.

PNS dalam Jabatan Administrasi d.apat mengajukan
permohonan non aktif sistem daring penilaian Kinerja
terhadap bawahan iangsung, dalam hal telah dilakukan
pembinaan tetapi bawahan langsung ticlak meiakukan
perbaikan kinerja dan/atau disiplin.
Permohonan ncln aktif sistem daring penilaian Kinerja
scbagairnana dimaksud pada a3''at {2}, <iisampai}<an }<epada

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian.

i1)

{21

t3)
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t)^^^1 A Er qJclr 'au

Dalam hal PNS dalam Jabatan Ad.ministrasi dibebaskan dari
jabatannya, pemberian Tpp sesuai dengan jabatan baru yang
bersangkutan.

BAB VIII

BESARAN TPP

I)oa^I 47a urLra 
- 

i

Pemberian TPP untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,

penyediaan pelayanan prima dan mendukung tercapainva
salah satu kincrja 5raitu indeks refori.ilasi birakrasi.
Pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan yang telah
disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dalam peraturan

Gubernur.

Dalam hal belum ditetapkan keias jabatan sesuai hasit
evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud. pada ayat (2), Tpp
diberil<an scbesar 100% (seratus persen) dari nilai rpp keias
jabatan terendah di Pemerintah Daerah provinsi.

Secara umum rincian TPp :

Ti^.! ^^.i^tr-^+^.^r\uro,J J ct vd. LcLi I Tarif "nasic -l'PP per keias jabatan (Rp)

i6 26.800.OO0

15 21.300.OOO
14L+ 1 - ^n^ ^^^lO.ZUU,UUU

13 i4.500.000

12 11.600.000

11 9.OOO"OOO

10 7.800.ooo

9 6.800.ooo

8 5.500.000

7 4.800.o00

6 4"200.000

(3)

{4)



o r'l-o.z-

J 3.5CO.00c

4 2.000.oo0

3 1.700.000

2 1.400.000

1 1.100.ooo

(5) Besaran rincian tiap kriteria beban kerja, prestasi kerja,
kondisi ke{a, tempat ber"tugas, kelangkaan prcfesi can
pertimbangan objektif lainnya clitetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 43

(1) Pengelolaan TPP dilaksanakan meralui aplikasi Karejo _yang
terintegrasi dengan :

a. Aplikasi E absensi

b. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
untuk keseluruhan proses pengeiolaan Tpp.

Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pad.a ayat (l)
menjadi tanggung ja*,ab perangkat Daerah yang menangani
urllsan bidang kepegawaian bersama perangkat Daerah yang
inei?aftgar:.i urusan bidang l{omunikasi dan infcrmatika.
Kepala Perangkat Daerah menunjuk operator absensi.
operator absensi pada perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada alrat (4) mempunyai tugas :

a, menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat. izin
atau surat perintah tugas atau surat-surat lainnya
sebagai bahan perhitungan Tpp berd.asarkan disiplin
-l--^-i 

^ .AV1J q,

b. mencetak daftar hadir elektronik masing-masing pNS dan
CPNS dan Laporan Summary Ttrnjangan Bulanan
Perangkat Daerah dari aplikasi E-absen$i;

(2)

(3)

{4)

{s)



d.

ca_ \,J -

menifato PI'{si/cPNS saat mengikuti apel dan menghitung
jumlah PNS/CPNS yang mengikuti apel serta mencetak
foto untuk kemudian sebagai dokumen kelengkapan
berkas;

mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan daftar
hadir elektronik karena alasan kedinasan;

Pa_sa1 49

TPP dibayarkan melalui bendahara pengeluai:aji ke rekening
masing-masing PNS setelah mendapatkan pengesahan

lapcran kinerja dan menga;'ukan SpS{ kepada BaCan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan
SP2D.

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai

berikut :

a. opcrator absensi mengajukan kclengkapan berkas
sebagaimana dimaksud daiam pasal 48 ayat (5) huruf tr.

b. pcngelola Kiner.la mciakul<an uji bcsaran rekapitulasi
produktivitas kerja dan disiplin kerja seterah metrakukan

validasi hasil verifikasi atasan langsung;

c. hasil uji sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa
rekomendasi rPP yang dipergunakan sebagai dasar
pemba5,'aran TPP bagi Perangkat Daerah;

Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola

l<epega"vaian c.aa pengeLcla keuangan pada perangl<at

Daerah wajib memeriksa dan melaporkan kepada perangkat

Daerah yang menangani urusan bidang kepegawaian apabila
daiam penerbitan rekomendasi rpp sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c terdapat kesalaha:r data khusus
tu^rhadap PNSICPNS Jang mcnerima Tpp dengan staius
kepegawaian pada bulan perhitungan sebagai berikut:
a. r:rengajukan pensiua berdasan:kaa Batas Usia pensiun;

tr. mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri;
menjalani penjatuhan hukuman disiplin; dan

meninggal dunia"

(1)

{2)

(3)

C.

d.
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Perangkat Daerah mengoreksi per:baSiai'an Tpp khusus
terhadap PNS/CPNS dengan status kepegawaian
setragaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilakukan
perbaikan data oleh perangkat Daerah yang menangani
urusan bidang kepegawaian berdasarkan usulan perangkat
T-\^ ^-^ t^.Laat;l ialr.

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakul<an percepatan pada buiar: Desember setiap tahun
anggaran.

BAB X

PEMBIAYAAN TPP
I])^^^I r^I A.OC|,I rJ\,

{i) TPP dibebankan kepada APBD provinsi.

{2) TPP dibayarkan terhitung sejak Januari sampai dengan
Desember pada Tahun Anggaran berjalan atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

DAD \17UAI.J 1\i

KETENTUAN LAIN-LAIN

Daaol ( 1r quql vl

Dalam hal pengcpei'asian apiikasi e-absensi dan karejo
terjadi permasalahan sistem sehingga pelaksanaan aplikasi
e-absensi dan karc.io tidak dapat dilakukan iaaka Kepala
Perangkat Daerah/unit Kerja perangkat Daerah membuat
berita acara kendala teknis dan meiampirkan daftar hadir
pegawai secara manual dan pengelola Kinerja pegawai

melakukan pemutihan atas potongan yang terjacli.
Perangkat Daerah yang menangani -di:usaii bidang
Komunikasi dan informatika w-a-iib segera menyelesaikan
pei-masaiahan sistem sebagaimana dimaksud pad.a ai'at {L}

dan memastikan pelaksanaarl pengoperasian aplikasi dapat
berjalan dengan sebagaimana mestinya.

(5)

{i)

/.)l
\.; I
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PAD VIIDT1LJ /\LL

KETENTUAN PERALiHAN

Pasal 52

PNS yang menduduki jabatan fungsional koordinator dan sub
koordinatcr akibat penyetaraaa jabatan diberikan Tpp
berdasarkan kelas jabatan administrasi sebelum mengalami
pen5,'etaraan j abatan.

EAD VTTIul tt_J 1\ttl

KETENTUAN PENUTUP

Posol {'lr quqt UU

(1) Itetentuan Penilaian Kinerja dalam peraturan Gubernur ini
jug" berlaku bagi pNS yang mendapatkan insentif sesuai

ketentuan peraturan perundang:undangan, dengan
pembayaran insentif berdasarkan peraturan tersendiri.

{21 Ketentuan Penilaian Kinerja dalam peraturan Gubernur ini
menjadi dasar pemberian Tpp di bulan Januari 2a22 dan
seterusnya.

D^^^1 tr,4I asa1l J-t

Pada saat Peratui'an Gubernur ini mulai berlaku:
(1) Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 3 Tahun 2a21

tentang Tambahan penghasilan pegawai Negeri sipil Dan
calon Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan pemerintah

Provinsi sumatera utara {Berita Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun 2A2l l.lomor 3);

(2) Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 4 Tahun Zazl
tentang Perubahaa atas peraturan Guberrur sumatera utara
Nomor 3 Tahun zazl tentar:g Tambahan penghasilan

Pegawai Negeri Sipil Dan calon pegawai Negeri sipil Di
Lingkungan Pemerintah provinsi sumatera utara( Berita
Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun za}l Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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r qDqI UU

Peraturan Gubernui'ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur iai d.eagan penempatanaS,,a daiain Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 28 Maret ZAZT

GUBERNUR SUL,IATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 28 Maret 2A22

PJ . SEKRETARIS DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA,

itd
AFIFI LUBIS

BtrRITA DAERAH PRCVINSI SUMATERA UTARA ?AHUN 2A22 NOMCR 1C

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDAR?C
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002



AMA INSTAN

Salinan Sesuai
KEPALA BIRO

. dengan Aslinya
HUKUM,

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2A22

RENCANA SKP PF^IABAT PIMPINAN TINGGI DAN
PIMPINAN IJNIT KERJA MANDIRI

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

rtd

EDY RAHMAYADI

D.WI ARIES SUDARTO
FEivIBii.{A TINGKAT I
NtP. 197i0413 iqq603

PERIODE PENILAIAN :

PEGA\MAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI Kii\iERJA

PANGKATIGOL
RUANG

PANGKAT lCOL
RUANG

RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU

A. KINERJA UTAMA
Rencana Kinerja Utama L

{di:isi dengarL sasrrc;?} AsTLg
terclapat pada PK dan dapat
rJitanth attkan Renstra, RJ{I
d"rsn *irektif]

IKI 1.2

{diisi derzgrzrt indikatar
kinerj a g ang terdap at p a dct
PK rLrzn dapat ditsml:shka.n
Renstra, RKT da* Direktifj

Target 1.2

{itiisi r}enga* target g*ng
terdapnt pad* FK ria*
dapat ditambahkart

"Rerustra, RKT dg:n

Rencana Kinerja lJtarrra 2
{diisi d.erzga* tenca*a altsii
itzisiatif strateg is untuk
mert:ap*i sttsz.ritn p&d;t FK,
Ferusfr*, RKT drtrz DirektiJ)

IKt 2.2
{ditsi de ng ctn indikat* r
kin.erj a renc&n{t aksi/
rrtisrafr/ sfra tegis untuk
rnencapai sc"sarayL pad* pK,
J?ensfra, RKT dan Direktiff

Txget2.2
{diisi dengam target
Yerzctt{La rsksi/ inisi*tif
srrafegis untuk mencc.pai
sasar*n pad* PK,

-Rensfra, ffffIrian

E. KI}IERJA TAL{BAHAN
Rencana Kinerja Tambahan 1

/*rxp<;f r1-i.tar*.lsrihlq.tz-n. F*rl*
talrtn berjal,

1 002



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

MANUAL INDIKATOR KINERJA SKP PF^IABAT PIMPINAN TINGGI DAN
PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

NAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

rtd

PERIODE PENILAIAN :

INSTAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP f*opsionat)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT lGOL RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA UNIT KERJA

RENCANA KINERJA
DESKRIPSI RENCANA
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA

DESKRIPSI

Definisi

Formuia

Tujuan

SATUAN
PENGUKURAN

JENIS IKU ()
0utcome ) Output kendali rendah ) Output kendali sedang

PENANGGUNG JAWAB IKU

PIHAK PENYEDIA DATA

SUMBER DATA

PERIODE PELAPORAN {)
Buianan

( ) Trivi,ulanan ) Semesteran { ) Tahunan

DWI ARIES SUDARTO

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TANGGAL 28 MARET 2A22

FORMAT MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DV/[ ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 L AA2

NAMA DAN
JABATAN
PEGAWAI

OUTCOME ANTARA/PRODUK/LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT
KERJA

KETUA TIM
KERJA

' PPR,4/{ f{ASTT,

#?€TVCAITA rrVEfrJAj
' PSRA.AT f.i.tSlt

rREl\rcAIrA Kff{ITEJAJ

PEftAJf }fAS&l
rRE,VCA,rfA KIerEeJAl

ffsdKAt),E FSRA&

A trTA ATA TIAtrni\\rLJ\Jrn iiivi

KtrRJA

'FS&A# jtAslt
{RE&C),U'I:C KTNERJA]

* ^PERAff J{A,SiL

#rs,YCx.ryA KTNERJA)

ri$A$a.4ilA p&J?Aff pE"RAS"ruAstt

rRtrtrcJqitx K{NERJA}



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

RENCANA SKP PzuABAT ADMINISTRASI

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai
BIRO

dengan Aslinya
HUKUM,

DWt 4RIES $UFARIA
FtrL,iBii{A TING}{AT i
NItr. 1E7iO4i3 1996C3

PERIODE PENILAIAN :

NAMA INSTAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PF^IABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT IGOL
RUANG

PANGKATIGOL
RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA UNIT KERJA

NO.
RENCANA

KINERJA ATASAN
LANGSUNG

RENCANA KINERJA ASPEK
INDIKATOR

KINERJA
INDTVIDU

TARGET

(1) t2l t3) t4) (s) t6)

A. KINER.IA UTAMA

1.
Rencana Kinerja
Atasan Langsung
yang diintervensi

Rencana Kinerja
Utama 1 fdiisi rlengnrt
rencana kinerjayang
telah d.itu ang lcart do,tann
matrilr^s peran dqn hasil
sedrr se.suai d.engan
tugas pokakjabatan)

Kuantitas/
Kualitasl

Waktu

I'.,--+:+^^ Ir\uall Lr LaD/

Kualitasl
Waktu

IKI 1.1

IKI 1.2

Target 1.1

Target 1.2

B. KINERJA TAMBAHAN

1

Rencana Kinerja
Tambahan 1 {diisi
deng an Yeneans. kinerj a
g*ng telah dituangkan
d.rzl.am rn atriks .peran
dqn h*siZ/direktifl
penugasaft dihsar tuEas
pakak.iabat*nj

Kuantitas/
Kualitas/
Waktu

IKI 1 Target 1

1 002



{NAMA INSTANSI}

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

RENCANA SKP PE.IABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN :

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttdSalinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWi ARIES STDARTQ
PHMBINA TINGKAT I
NrP. i9710413 19q603 1 002

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NiP NIP
PANGKATIGOL
RUANG

PANGKAT/GOL
RUANG

JABATAN JABATAN
UNIT KER.IA UNIT KERJA

NO.

RENCANA KINER.IA
ATASAN LANGSUNG

/UNIT KERJAI
ORGANISASI

RENCANA KINERJA ASPtrK
INDIKATOR

KINERJA
iNDiVIDU

TARGtrT

f1) (21 (3) t41 ts) (6)
A. KINERJA UTAMA

1

Rencana Kinerja
Atasan Langsung/
l1^)+ w^-i^ Iu'iiIL r\Llja/

Organisasi yang
diintervensi

Rencana Kineda
Utama L {diisi
d.engan raticc"nit
kirueria g*ng tekth
dihtangkan drslam
rntttriks per"ant d.an.
lrasil serta sesucri
dengan tltgas pokak
inhn+nat t

Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu

Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu

IKI 1

IKI t.2

IKI 2.1

TL'I 
' 

-Lt\t -.2

Target
1.1

Target
'lo

Target
2.1

Target
))

Rencana Kinerja
Utama 2 {drry*t
di.t am b ahkan. dir e- ktif
unluk pencapai*n
s$s#ran
nrrtnn i qrr si I r tnit k'oyin

Aang sesuci dengart
tugas pokok islsettan)

B. KINERJA TAMBAHAN

1.

Rencana Kinerja
Tambahan 1

{d"iisi deng a,ti r€rLc&i:&
kineria uaftg telah
dituangkan dalam
rnafnfus peran dan.
hctsil/ direktif/
p€rurgasan d.iluar
tuGr:s ;:*kcft i al::ztr,:n)

Kuantitasf
Kualitas/
Waktu

IKI 1 Target 1

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TA}IUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

{tempat), {tanggal, bulan, tahun)
Pegarn ai yang Dinilai,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEFALA BIRO HUKUM,

D!I/I ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

PERIODE PENILAIAN:
AMA INSTAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PF^IABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

1\ lr 1\ 1r

PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA UNIT KERJA

NO. RENCANA
KINERJA

BUTIR KEGIATAN
YANG TERKAIT

OUTPUT
BUTIR

KEGIATAN
ANGKA KREDIT

(i) \tI (r, (4) (5i

A. KINERJA UTAMA

i.

'2.



LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2A22

VERIFIKASI KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL

PERiODE PENiLAiAi.[:
NAMA INSTANSI} IANUARI SD ,.. DESEMBER TAHIIN

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT lGOL
RUANG

PANGKAT lGOL
RUANG

JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA

NO. REIYCANA
KINERJA

BUTIR
KEGIATAN

YANG
TERKAIT

OUTPUT
BUTIR

KEGIATAN

ANGKA
KREDIT

VERIFIKASI
TIh{ PENILAI

ANGKA
KREDIT

Il tt-J lnlt-i /e\ !4\ 1El ta

KINERJA UTAMA

Terkait/Tidak
Terkait

(coret salah
satu)

Rekomendasi:

2. Terkait/Tidak
Terkait

(coret salah
satu)

Rekomendasi:

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 1 002

(tempat), {tanggal, bulan, tahun verifikasi)
Tim Peniiai Angka Kreriit,

/t\T^* ^ It1\ cr.Ir1.L,

(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EI}Y RAHIV{AYADI



LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2O.EZ

REVIU RENCANA SKP

PFJJAtsAI.PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

JANUARI SD ... DESEMBER TAHUNSI
PERIODE PENILAIAN:

NAMA INSTAN
PEGA\MAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional]
PANGKATi GOL
RUANG

PANGKAT/GOL
RUANG

JABATAN .JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI

NO.
RENCANA
KINERJA

INDIKATOR
KINERJA
INDIVIDU

TARGgT REVIU PENGELOLA KINERJA

i (2) {3) (4) {s}

A. KINERJA UTAMA
1 Rencana

Kinerja
Utama 1

IKI 1.1 Target 1.1
Jenis kinerja utama berdasarkan
Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis,
Rencana Kerja Tahunan dan Direktif atau
Kinerja Utama Rencana Aksillnisiatif
Strategis (coret salah satu)

:

Catatan Perbaikan:

IKI 1.2 Target 1.2 Jenis kinerja utama berdasarkan
Per,ianjian Kinerj a dengan memperhatikan
Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Direktif atau Kinerja Utama
Rencana Aksillnisiatif Strategis (coret
salah satu)
i:

Catatan Perbaikan;

B. KINERJA TAMBAHAN
1 Rencana

Kinerja
Tambahan
1

iKI 1.1 Target 1.1

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603

{tempat}, (tanggal, bulan, tahun}
Pengelola Kinerja,

(Nama)

{NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

rtd
T\TTZT A DTEIC\ ClT TT\ A D'T\r\lJ VV I -l.t l\ILrL) L) (J lJf1.I\ .t \J

1 002
EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

REVIU RENCANA SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTANS JANUARI SD DESEMBER TAHUN

PEGAII/AI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANCKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN

UNIT KER.IA INSTANSI

NO

RENCANA
KINERJA
ATASAN

LANGSUNG

RENCANA
KINERJA ASPEK

INDIKATOR
KINERJA
INDI\IIDU

TARGET REVIU OLEH
PENGELOLA KINERJA

(1) (21 (3) t4) ts) (6) (7\
A. KINERJA UTAMA

-

1 Rencana
Kineda
Atasan
Langsung

)'a-ng
Diintervensi

Rencana
Kinerja
Utama 1

Kuantitas/
kualitas/
w.aktu

IKI 1. 1 Target 1.1 Jenis Penyelarasan:
Direct Cascading/ NonDirect
Cascading lcoret saiah satu)

ttttrt
Catatarl Perbaikan:

Kuantitas/
kualitasl
waktu

IKt 1.2 Target 1.2 Jenis Peny'elarasan:
Direct Cascading/ NonDirect
Cascading (coret salah satu)

iItl
Catatan Perbaikan:

2 Rencana
Kinerja
Atasan
Langsung
yang
Diintervensi

Rencana
Kinerja
Utama 2

Kuantitasl
<ualitas/

^.aktu

IKT 2 "fasget 2 Jenis Penyelarasal:
Direct Cascading/ NonDirect
Cascading (coret salah satrr)

tt
Catatan Perbaikan:

B. KINERJA TAMBAHAN

-

1.

Rencana
Kinerja
Tambahan
I

Kuantitas/
Kualitas/
Waktu

IKI 1 Target 1 i--til
cafatln re,lbalt<an:

Salinan
KEPALA

Sesuai dengan Aslinya
BIRO HUKUM,

{tempat), {tanggal, bulan, tahun}
Pengelola Kinerja,

(Nama)

{NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

D\[II ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002



LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARBT 2022

REVIU RENCANA SKP PE.IABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN:
N-AiViA INSTANS ..... JAI'{UARI SD ... DESEMBER TAFiUN ....

PEGAiMAI YANG DINILAI PF^IABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

NIN

RENCANA
KINERJA ATASAN

LANGSUNGI
UNIT KERJA/
ORGANISASI

RENCANA
KINERJA ASPEK

INDIKATOR
KTNFT}, IA

INDIVIDU
TARGET

REVIU OLEH
pE't\TfaE'T nr A

KINERJA

(U {2) {3i (4) {s} (6) (7j

A. KI NERJA UTAMA
i Rencana Kinerja

Atasan Langsung
yang Diintervensi

Rencana
Kinerja
Utama 1

Kuantitasl
kualitas/
waktu

IKI 1.1 Target
11

Jenis Penyelarasan:
Direct Cascading/
NonDirect Cascading
(coret salah satul

ttll
Catatan Perbaikan:

Kuantitasl
kualitas/
waktu

IKI 1.2 Target
1.2

Jenis Penyelarasan:
Direct Cascading/
NonDirect Cascading
fcoret sa-lah satu]

ttII
Catatan Perbaikan:

2 Sasaran Unit
Kerjal Organisasi
yang Diintervensi

Rencana
Kinerja
Utama 2

Kuantitas/
kualitas/
waktu

TKT 2 Target 2 Jenis Penyelarasan:
Direct Cascading/
NonDirect Cascading
(coret salah satu)

tttt
Catatan Perbaikan:

A. KI NERJA UTAMA

1

Rencana
Kinerja
Tambahan I

Kuantitasl
Kualitas/
V/aktu

IKI 1 Target
1 tt

'::i:"::::*""'

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWi ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 1q9603

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pengelola Kinerja,

(Nama)

{NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

1 002
EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2A22

REVIU RENCANA SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTANS ANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

PEGAWAI YANG DINILAI PF^IABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKATIGOL RUANG
JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

NTN

RENCANA
KINERJA ATASAN

LANGSUNGI
UNIT KERJA/
ORGANISASI

RtrNCANA
KINERJA ASPEK

INDIKATOR
tr{TNE'P. T A

INDiVIDU
TARGET

REVIU OLEH
PENGELOLA

KINERJA

(U {21 (3) {4} {s} (6) t/,
A. KI NERJA UTAMA

1 Rencana Kinerja
Atasan Langsung
yang Diintervensi

Rencana
Kinerja
Utama 1

Kuantitas/
kualitasl
r,rraktu

IKI 1.1 Target
1,1

Jenis Penyelarasal:
Direct Cascading/
NonDirect Cascading
(coret salah satu)

tttl
:1i:":::o:*'"'

Kuantitas/
kuaiitasl
waktu

IKI 1,2 Target Jenis Penyeiarasal:
Direct Cascading/
NonDirect Cascading
(coret salah satu)

tlll
Catatan Perbaikan:

2 Sasaran Unit
Kerja/ Organisasi
yang Diintervensi

Rencana
Kinerja
Utarr,a 2

Kuantitas/
kualitas/
q.aktu

TK|2 Target 2 Jenis Penyelarasan:
Direct Cascading/
NonDirect Cascadurg
{coret salah satu}

ttlt
Catatam Perbaikan:

A. KT NER-IA UTAMA

1

Rencana
Kinerja
Tambahan 1

Kuantitasl
Kualitasl
Waktu

IKI 1 Target
1 L__l

"::::i: ::::::""'

Salinan Sesuai
KEPALA BIRO

dengan Aslinya
HUKUM,

D1VI ARIES $UDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 L OO2

{tempat), (tanggaJ, bulan, tahun}
Pengelola Kinerja,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

ftd

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2A22

SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTANS ...,. JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DiNILAI PE.IABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
I\TT I)trlr nTTLf 1ri^"--='^". ^r)t\ tt I u Pnlwt LULJ

PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
INSTANSI INSTANSI
NO RENCANA KIN ERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) {21 i3) {4)

A. KINERJA UTAMA

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEtrALA BIRO I{UKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 1 002

{tempat), (tanggal, bulan, tahun}
Pejabat Peniiai Kinerja,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI



(NAMA INSTANSI}

Pegar.vai yang Dinilai,

(Nama)
(NrP)

Salinan Sesuai dengal Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:
..... JANUARI SD .., DESEMBER TAHUN ....

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

PEGAWAI YANG DINILAI PE.IABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKATIGOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNiT KERJA UNIT KE.RJA

NO.
RENCANA KINERJA

ATASAN
LANGSUNG

RENCANA KINERJA ASPEK
INDIKATOR

KINERJA
INDIVIDU

TARGET

(1) (2) (3) {4) (s) (6)
A. KI NERJA UTAMA

3, KINERJA TAMBAHAN

1 002



LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TANGGAL 28 MARET 2022

SKP PEJABAT FUNGSIONAL

(tempat), (tanggaI, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (Nama)
(NrP) (NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 1 002

%
DWI ARIES SUDARTO

PERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTANS JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

PEGAWAI YANG DINILAI PE.'ABAT PENILAI KINERJA
1t Aivl-ft llAtvln

NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA

NO.

RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG/

UNIT KERJA/
ORGANISASI

RENCANA KINERJA ASPEK

II\ IJIl\-tl I L,, K

KINERJA
INDTYIDU

TARGBT

(1) (2\ t3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA

B. KINERJA TAMBAHAN



LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TANGGAL 28 MARE*} 2A22

STANDAR PERILAKU KERJA

1. ORIENTASI PELAYANAN

ASPEK PERILAKU KERJA ORIENTASI PELAYANAN
DEFINISI sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan

terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat,
atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, danlatau instansi lain.

LEVEL
PERILAKU

KERJA
INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI

1 Memahami dan memberikan
pelayanan yang baik sesuai standar.

a. Ketika memberikan
pelayanan kepada
pihakpihak yang dilayani.

b. Ketika membangun
hubungan dengan
pihakpileak yang dilayani.

c. Ketika diharapkan
memberikan nilai-nilai
tumbuh atas layanan
yang diberikan kepada

2 Memberikan pelayarran sesuai standar
dan menunjukkan komitmen dalam
pelayanan.

3 Memberikan pelayanalt diatas standar
untuk memastikan keputusan pihak-
pihak yang dilayani sesuai arahan
atasan.

4 Memberikan pelayanan diatas standar
dan membangun nilai tambah dalam
pelavanan.

5 Berusaha memenuhi kebutuhan
mendasar dalam pelayalan dan
percepatan penangan an masalah.

pihak-pihak yang
dilayani.

d. Ketika beradaptasi
dengan menggunakan
teknologi digital.

e. Ketika diharapkan
dengan bentura::
kepentingan.

6 Mengevaluasi dan mengantisipasi
kebutuhan pihak-pihak yang dilayani.

7 Mengembangkan sistem pelayanan
baru bersifat jangka panjang untuk
memastikan kebutuhan dan kepuasan
pihak-pihak yang dilayani.



2. KOMITMEN

ASPEK PERILAKU KERJA KOMITMEN
DEFINISi Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikip aan tinaat<an

pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan
kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang,
dan/atau golongan.

LEVEL
PERILAKU

KERJA
INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI

I Mernahami dan mengetahui perilak-u
dasar menyangkut komitmen
organisasi.

Ketika menjalankan tr..l.gas

serta kewajibau"nya sebagai
anggota organisasi.
Ketika harus menjaga citra
organisasi.

c. Ketika menghadapi
keadaan dilematis.
Ketika diharapkan
memupuk jiwa
nasionalisme.
Ketika dihadapkan d.engan
masalah korupsi/ kolusil
nepotisme {KKN}.

2 Menunjukkan perilaku atau tindakan
sesuai d,engan atura:r atam nilai-nilai
organisasi sebatas mengikuti arahan
atasan.

3 Menunjukkan tindakan dan perilaku
yang konsisten serta meneladani
perilaku komitmen terhadap
organisasi.

4 Mendukung tujuan serta menjaga citra
organisasi secara konsisten.

5 Bertindak berdasarkan nilai-nilai
organisasi secara konsisten.

6 Menunjukkan komitmen atas
kepentingan yang lebih besar daripada
kepentingan pribadi.

7 Mengambil keputusan atau tindakan
yang membutuhkan pengorbanan
yang besar (menjadi model perilaku
positif yang terintegrasi)



3. INISIATIF KERJA

ASPEK PERILAKU INISIATIF KERJA
DEFINISI Kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide taru, cara-cara

baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan
kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang
bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjacii lebih baik setiaf
hari, serta penuh semangat dan antusiasme, aspek inisiatif kerjajuga
termasuk inovasi yang di1?kukan oleh pegawai.

LEVEL
PERILAKU

KERJA
INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI

1 Memahami apa yang harus dilakukan
dalam merespon tugas atau
pekerjaan, belum menunjukkan
perilaku dasar yang diharapkan oleh
organisasi.

a. Ketika menjalankan tugas
yang terkait
pekerjaannya.

b. Ketika kondisil situasi
penyelesaian.2 Cepat tanggap ketika menerima tugas

atau pekerjaan dengan men5rusun
target, mencari ide baru ataupun
menunjukkan keinginan
untuk'berkontribusi dalam tugas, dan
menghadapi permasalahan dengan
menghubungi pihak
berwenang/atasan

Ketika menjadi bagian
anggota tim/ kelompok
kerja.
Ketika menghadapi
masamasa sulit.
Ketika dituntut bekerja
lebih baik.

Dapat bekerja secara mandiri,
kemauan untuk mencoba hai baru
dan membangun jejaring. Mampu
bertindak secara mandiri sesuai
kewenangan dalam menangani
permasalahan rutin.

.+ Bertindak proaktif pada situasi kritis,
terbuka terhadap pendekatan baru,
dan secara sukarela mengembangkan
kemampuan orang lain.

5 Menyusun renc€uLa, tindakan taktis
maupun langkah antisipasi terhadap
permasalahan rutin. Menyusun
perbaikan berkelanjutan, dan
menghargai orang lain.

6 Merancang rencana jangka pendek,
adaptasi ide untuk meningkatkan
Kinerja, dan memberikan dukungan
terhadap orang lain.

I Merancang rencana yang
komprehensif, berorientasi jangka
paftjang, mempertimbangkan
kesuksesan anggota organisasi, serta
membuat terohosan baru.



4. KERJASAMA

ASPEK PERILAKU KERJASAMA
DEFINISI Kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan

rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain
dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang
ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarrrya.

LEVEL
PERILAKU

KERJA
INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI

I Memahami peran dalam tim dan
menunjukkan sikap positif dalam
hubunean keriasama.

Ketika menghadapi
masalah dengan pegawai
laor:/ orang yang tidak
disukai ditempat kerja.
Ketika mendapatkan
pembagian tugas yang
tidak menyenangkan

c. Ketika menghadapi
pimpinan yang tidak
memperdulikan
kontribusi anggota tim.
Ketika bekerja di dalam
kelompok I tirn.
Ketika dituntut untuk
mengembangkan
jaringan Kerjasama.

b.

d.

e.

2 Berusaha menunjukkan perilaku
kooperatif dan sikap profesional
sesuai standar prosedur.

)
\-) Menunjukkan komitmen atas

profesionalitas dan harapan positif
terhadap tim/kelompok kecil.

4 Bersikap transparan dan terbuka
serta menghargai anggota
kelompoknya.

5 Berkornitmen terhadap penyelesaian
tugas dan memberikan dukungan
secara aktif terhadap anggota tim
yans iebih besar dan beragam.

6 Membangun semangat kelompok
besar dan nilai tambah dalam
pelaksanaan tugas.

7 Secara aktif menjaga motivasi dan
hubungan yang positif dalam
organisasi.



5. KEPEMIMPINAN

ASPEK PERILAKU KEPEMIMPINAN
DEFINISI Kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan

mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan
bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

LEVEL
PERILAKU

KERJA
INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI

1 Memahami dan menunjukkan sikap
kepedulian, rnemberikan arahan
tugas, serta pertimbangan atas
risiko.

Ketika menjadi pemimpin
informal dalam unit kerjal
organisasi.
Ketika diharapkan
menjadi penyemangat
rekan kerTal bawahan.
Ketika terjadi perselisihan
dalam kelompokl unit
keqa/ organisasi.

b.

c.

d. Ketika
pelaksanaan

mengatur
tugasl

e.

pekerjaan bawahan.
Ketika mempengaruhi orang
lain untuk mencapai tqiuan.
Ketika dihadapkan dengan
situasi yang tidak pasti
{terdapat
kemungkinan
mendatangkan hasil yang
negatif|.
Ketika terjadi
perubahanperubahan yang
spesifik dalam organisasi.

2 Meaunjukkan perilaku positif,
memberikan bimbingan dan
motil,asi, serta keberanian
mengambil risiko personal.

no Bersedia untuk memberikan
pengarahan, memotivasi, dan
menunjukkan komitmen atas
perilaku positif dan keberanian
dalam mengambil risiko.

4 Memberikan dukungan terhadap
orang lain serta menunjukkan tekad
untuk mengambil risiko.

5 Menunjukkan kepercayaan diri serta
sikap yang adil dan profesional dalam
segala situasi, serta bersedia untuk
mengambil resiko.

6 Menunjukkan kemandirian dan
kemampuan menjadi katalisator

7 Menjadi teladan dalam
kepemimpinan organisasi.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DV/I ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002



LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
IANGGAL 28 MARET 2A22

RENCANA AKSI/ INISIATIF STRATEGIS

PERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTANS ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGA\MAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP (*opsional)

PANGKAT lGAL
RUANG

PANGKAT IGOL
RUANG

.IABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

RENCANA
KINERJA PADA

SKP

RENCANA
AKSI/INISIATIF
STRATEGIS

INDIKATOR
RENCANA AKSII

INISIATIF
STRATEGIS

TARGET

Rencana Kinerja 1 Rencana Aksi
1"1

Indikator Rencana
Aksi 1.1

Target Rencana
Aksi 1.1

Rencana Aksi
1.2

Ind,ikator Rencala
Aksi 1.2

Target Rencana
Aksi 1.2

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

(Namai

{NrP}

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197i0413 199603 1 002

@
DWI ARIES SUDARTO



LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

ilf#.%l,. ;3ffi?gTl"tri,

PEND OKUMENTASIAN KINERJA

JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
/llYn\(i\rrj

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603

{Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

PERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTANSI)

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

I\T A I\/t A NIAT/TA

NIP NIP

PANGKAT/GOL
RUANG

PANGKAT/GOL
RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

TARGET KINERJA
ATASAN LANGUNG/

UNIT KERJA/
ORGANISASI YANG

DIINTERVENSI

RENCANA KINERJA/
RENCANA AKSI

TARGET OUTPUTI BUKTI
CAPAIAN KINERJA

Target Kinerja

Direktif atau
penugasan pimpinan

1 002



LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR lO.TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2A22

PENGUKURAN TERHADAP RENCANA AKSI/ INISIATIF STRATEGIS

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARiES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

PERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PE.IABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP /*opsional)
PANGKAT/GOL
RUANG

PANGKAT IGOL
RUANG

JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
PERIODE
PENGUKURAN
RENCANA

KINERJA
PADA SKP

RENCANA
AKSI/

INISIATIF
STRATEGiS

INDiKATOR
KtrBERHASILAN
RENCANA AKSII

INiSiATiF
STRATEGIS

TARGET REALISAS CAPAIAN NILAI
RENCANA

AKSI/
iNISiATiF

STRATEGIS
Rencana
Kinerja 1

Rencana
Aksi 1

Indikator
Rencana Aksi

1.1

Target
Rencana
Aksi 1.1

Rencana
Aksi 2

trndikator
Rencana Aksi

t.2

Target
Rencana
Aksi 1.2



LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TANGGAL 28 MARET 2022

HASIL PENGUKURAN KINERJA

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,Pegawai yang Dinilai,

{Nama}
(NrP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

D}VI ARIES SUDARTO
PEMBiNA TINGiffiT i
NIP. 19710413 199603 1 002

(Nama)
(NrPl

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

PERIODE PENILAIAN:
AMA INSTANS ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEGAWA] YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA 1\.tl1vrA
NIP NIP fopsional)
PANGKAT lGAL
RUANG

PANGKAT lCOL
RUANG

JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
PERIODE
PENGUKURAN
NILAI PERIODIK
SKP
NILAI PERIODIK
PERILAKU
KERJA
NILAI KINERJA
PERIODIK
PEGA\ITAI

70% Nilai SKP periodik + 30% Nilai Perilaku Kerja periodik
{baSl Instansi Pernerintah yang belum menerapkan
penilaian Perilaku
Kerja 3600)
60% Nilai SKP periodik + 40% Nilai perilaku Kerja periodik
{bagi Insta::si Pemerintah telah menerapkan penilaian
Periiaku Kerja 3600)



LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

PERSIAPAN BIMBINGAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:
AMA INSTANS ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI
PF^IABAT PENILAI KINERJA/ PIHAK LAIN
YANG DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS

NAMA NAMA

NIP NIP (*opsional)
n^aTaT/Arr^nrffl1\Lrl{'Al / \r\Jl-
RUANG

PANGKAT lGAL
RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

TUJUAN: APA YANG INGIN SAYA CAPAI?

INDIKATOR
KINERJA
INDI\IIDU DAN

UKURAN SPESIFIK

BASELINE
TARGET PIKA

ANA\t\l.tL)

TARGET SKP STRATEGI
PENCAPAIAN

TARGET

FAKTA: DIMANA SAYA SEKARANG?

TARGET SKP PROGRESS
PENCAPAIAN

TARGET

MASALAH I
HAMBATAN

PENYEBAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT i
NrP. 19710413 199603

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

1 002

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TANGGAL 28 MARET 2A22

PELAKSANAAN BIMBINGAN KINERJA

{tempat}, {tanggal, bulan, tahun}
Pejabat Penilai Kinerja/Pihak Lain yang

Diberikan Penugasan Khusus,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NrP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BiRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603

ttd

EDY RAHMAYADI

PEzuODE PENILAIAN:
AMA INSTANS ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI
PE.IABAT PENILAI KINERJA/ PIHAK
LAIN YANG DIBERIKAN PENUGASAN

KHUSUS
NAMA NAMA
NIP NIP /*opsional]
PANGKAT lGAL
RUANG

PANGKAT lGOL
RUANG

JABATAN JABATAN
UNIT KERJA iNSTANSI

TUJUAN: APA YANG INGIN SAYA CAPAI?
INDIKATOR

KINERJA
INDIVIDU

BASELINE TARGET
(JrKA ADA)

TARGET
SKP

STRATEGI
PENCAPAIAN

TARGET

FAKTA: DIMANA SAYA SEKARANG?
TARGET SKP PROGRESS

PENCAPAIAN
TARGET

MASALAH
I
HAMBATAN

PENYEBAB

P ELUANG: APA YANG DAPAT SAYA LAKUKAN?
(REKOMENDASI PE.J ABAT PENILAI KINERJA (ATASAN LANGSUNG) ATAU
PIHAK LAIN YANG DIBERIKAN PE NUGASAN KHUSUS YANG DISEPAKATI
DENGAN PEGAWAI YANG DINILAI (BAWAHAN}?

LANGKAH KEDEPAN: APA YANG AKAN SAYA LAKUKAN KE DEPAN?
INDIKATOR

KINERJA
INDIVIDU

STRATEGI UNTUK
MENGATASI

MASALAH/HAMBATAN

PENYESUAIAN INDIKATOR/
TARGET

KINERJA
fYA/ TIDAKI*

1 002



LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARB} 2A22

UMPAN BALIK PELAKSANAAN BIMBINGAN KINERJA

{tempat}, {tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ABIEE $UDAETQ
PEMBINA TINGKAT I
NiP. 19710413 199603 1 002

{Nama}
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

PERIODE PENILAIAN:
AMA INSTAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI
PE.IAE}AT PENILAT KINERJA/ PIHAK LAIN
YANG DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS

NAMA NAMA
NIP NIP 1*opsronall
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT /GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA iNSTANSI
TENTANG PEGA\MAI YANG
DINILAI (BAWAHANi

Saya merasa diperhatikan dan dipahami oleh
atasan sava
Saya merasa tindakan/Langkah yang telah
saya lakukan clihargai oleh atasan saya
Saya merasa dapat dengan bebas
mengemukakan pendapat/ pemikiran saya
kepada atasan saya

tl
n

TENTANG PEJABAT
PENILAI KINERJA (ATASAN
LANGSUNG}/ PIHAK LAIN
YANG DIEERIKAN
PENUGASAN KHUSUS

l. Saya merasa bahq.a atasan saya memberikan
pandangan berdasarkan data/fakta yang
akurat

i. Saya merasa bahq.a atasan saya memberikan
pandangan/pendapat positif kepada saya

1. Saya merasa atasan saya lebih banyak
menggunakan metode bertanya dibandingkan
menggurui

tl
tl
[]

TENTANG PEGAWAI YANG
DINILAI (BAWAHAN} DAN
PEJABAT PENILAI KINtrRJA
{ATASAN
LANGSUNG}I PIHAK LAIN

Saya merasa atasan saya membantu saya
dalam mencari solusi dan aksi tindak lanjut

YANG DIBERIKAN
PENUGASAN KHUSUS

. Saya tahu apa yang harus saya lakukan
setelah mengikuti kegiatan bimbingan Kinerja
ini

. Saya memahami maksud dan tujuan kegiatan
bimbingan Kinerja ini

T
t:]



LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NUMOR IU'IAHUN '2U'2'2
TANGGAL 28 MARET 2022

PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI SEBAGAI TINDAK LANJUT
B iiviB i i.i GAii Kii\iERiA

*penilaiarr dibandingkan dengan Standar Kompeterrci Jabatan (SKJ) pegauai gang ainAai

FERIODE PENILAIAN:
NAMA INSTANSI ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI PE.IAtsAT PENILAI KINERJA/ PIHAK LAIN YANG
DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS

NAMA NAMA
NIP NIP {*opsianal}
PANGKAT/GOL RUANG PANGKA?/CCL RUANG
JABATAN JABIffAN
UNIT KERJA INSTANSI

NO KOMPETENSI PtrGAWAI* NILAi
{6rzlt i 1 E!
iurvlLr i a u,

ALASAN TERHADAP PENILAIAN
i\\ilvtri) I ii1! Jt

1 Manaierial .1

1. Inteeritas J
2. Keriasama J

3. Komunikasi o
4. Orientasi pada
5. Haerl

J

6. Pelayanan Fublik .1

7. Pengembangan Diri dan Orang Lain .)

8. Mengelola Perubahan J
9. Pengamtrilan Keputusan .)
Sosio Kultural

e

Teknis
1 c

}ESKRIPSI SKALA PENILAIAN
1= Senoat I{rrrano'--=:--'_ _*_'__-''- Di1-.er!kaq anabila !eqar!.?i y211!' din!1ai lrnrr,netenqinrra iarrh rliharr.ah--r-_ "'- _ l- -o-_ __' J --_-o ::jj:1 i::'-__

standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai
tan {Tidak ada Indikator tensi yang dipenuhi

2 Kurang memadai Diberikan apabila pegav,ai yang dinilai kompetensinya dibarvah
standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai yang
bersangkutan (1-2 Indikator Kompetensi \.ang dipenuhi)

l\{am orl ai I)iher-iLe- ,:nohi'l ,19o .,'o.i *,cnc .lini!oi lznmnafoncin..a qasr ro.i of anrlar_y"b_., u- J -::- u^-:::-: _!;-iiljtaLiiii;:j. j 
=;;;i- _Lari;ii

kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai yarrg
bersangkutan (3 Indikator Kompetensi yang dipenuhi'l

4 Diatas Memadai Diberikan apabila pegawai yang dinilai kompetensinya diatas standar
kompetensi Srang dipersyaratkan pada jabatan pegaurai yang
brersangkutan (3 Indikator Komperensi dipenuhi dan menunjukkan
neri1olzr. r{i afo< lorra1 Lnmnafencinrro)

5 Istimewa Diberikan apabila pegawai yang dinilai kompetensinya jauh diatas
standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai yang
bersangkutan (3 Indikator Perilaku dipenuhi dal menunjukkan
perilaku jauh di atas ievei kompetenslnya)

Salinan
KEPALA

Sesuai dengan Aslinya
BIRO HUKUM,

(tempat), {tanggal, bulan, tahun)
PeJabat Penllat Kiner.;arPrnaK Laln yang

Diberikan Penugasan Khusus,

{Nama)
{NrP)

GUBERI\UR SiJfuiaT-ERA UTaRA,
ttdDWI ARIES SUDARTO

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 L AO2 EDY RAHMAYADI



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUivi,

PEiYiEiNA TII.IGKAT i
NrP. 19710413 199603 1 002

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NUMUH IU'IAHUN '2U'2'2

TANGGAL 28 MARET 2022

tempat), {tanggal, bulan, tahun}
Pej abat Penilai Kinerj a,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN XXIII

LAPORAN PERMASALAHAN PERILAKU KERJA

PERIODE PENILAIAN:
AMA INSTANS JANUARI SD DESEMBER TAHUN

PEGAV/AI YANG DINILAI Ptr.IABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKATIGOL
RUANG

PANGKAT/GOL
RUANG

JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI

FAKTA: DIMANA ANDA SEKARANG?
{DIISI OLEH PE.IABAT PENILAI KINERJA/ KONSELOR}

TARGET SKP PEGAWAI
YANG DINILAI

PROGRESS PENCAPAiAN
TARGET PEGAWAI
YANG

DINILAI

TARGET TIM
KERJA

PROGRESS
PENCAPAIAN
TARGET TIM
KERJA

MASALAH: APA PERMASALAHAN PERILAKU KER.IA PEGAWAI YANG DINILAI?
PERILAKU KERJA MELIPUTI: ORIENTASI PELAYANAN, KOMITMEN, INISIATIF KERJA,

KERJASAMA, KEPEMIMPINAN
(DIISI OLEH PE"IABAT PENIIAI KINERJAI KONSELOR)

-TF.LAS!.*A}I SECA.P..A, DETIL PEP+.IASAI.AHAIS TEP.I.,AJT PEPJLAKU KF'P*TA PES.I^U.TAT YAI\iG
DINILAI YANG DIANGGAP MENGHAMBAT KINERJA INDTVIDU ATAU TIM KERJA!

APAKAH PERMASALAHAN PERILAKU KERJA SERUPA JUGA TERJADI PADA ANGGOTA
TIM KERJA LAINNYA?
YA,/ TIDAK

RETROSPEKTIF: APA YANG SUDAH ANDA I,AKUKAN UNTUK PERBAIKAN PERILAKU KERJA
PEGA1VAI YANG DINILAI

(DIISI OLEH PF^IABAT PENII-AI KINER.IAI KONSELOR)
YANG SUDAH SAYA LAKUKAN UNTUK MEMPERBAiKI PERII"AKU KERJA PEGAWAI YANG

NITTTT AI ANAI NTT-.lJllI llrl1l .flJJ"lllft..fl,

DV/I ARIES SUDARTO



N

LAMPIRAN XXIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

ilf,r"H, 13ffi?3Ti6'7

PERUBAHAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN
PiMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Perubahan SKP diajukan dalam hal perlu dilakukannya :

Penguran gan / Pe*arnbahan Rencana Kinerj a
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu
Penyesuaian Target

A1asan peruhrahan:

PERIODE PENILAIAN:
AMA INSTAN JANUARI SD DESEMBER TAHUN

PEGA\MAI YANG DINILAI PEJABAT PENiLAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

SEMULA :

NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET

1 Rencana Kinerja 1 iKI 1.1 Target 1.1

IKI 1.2 Target 1.2

2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2

MENJADI

NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA
TNDIVIDU

TARGBT REVIU OLEH
PENGELOLA KINERJA

1 Rencana Kinerja 1 iKl 1 Target 1

2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2 Jenis Kinerja Utama:

ttll
::::::::::T:'

Pegawai yang Diniiai,

(Nama)
(NrP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TTNGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

(tempat), (tangga1, bulan, tahun)
Pej abat Penil ai Kinerja.

(Namai
{NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA
ttd

EDY RAHMAYADI

Jenis Kilerla Utarna:

ttttrt
:::::::::::::i:'



LAMPIRAN XXV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

PERUBAHAN SKP PE.IABAT ADMINISTRASI

Perubahan SKP diajukan dalam hal perlu dilakukannya:
Pengurangan/ Penambahan Rencana Kinerja
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu
Penyesuaian Target

Alasan perubahan:

PERIODE PENILAIAN:
INSTANSI ..... JANUARI SD ... DESEMBERTAHUN...
PEGAWAI YANG DINILAI PE.IABAT PENII,AI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

SEMULA:

NO RENCANA KINERJA RENCANA ASPEK INDIKATOR KTNERJA TARGET

1 Rencana
Kinerja 1

IKI i.l Tareet 1.1

IKI 1.2 Tarset 1.2

2 Rencana II<I 2 Tarset 2

MtrNJADI:

NO RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG

RENCANA
KINERJA

ASPEK INDIKATOR
KINERJA
INDIVIDU

TARGET RE\rIU OLEH
PENGELOLA

KINERJA

I Rencana
Kinerja 1

IKI 1 Target 1 Jenis Penyelarasan:

u
Catatan Perbaikan:

o Rencana
Kinerja 2

IKl2 Target 2 Jenis Penyelarasan:

till
Catatan Perbaikan:

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NrP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA tsIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBiNA TINGKAT I
NIP" 19710413 199603 1 002

{tempat}, (tanggal, bulan, tahun}
Pejabat Penilai Kinerj a,

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN XXW PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARE-T 2A22

PERUBAHAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

Perubahan SKP diajukan dalam hal perlu dilakukannl,a:

Penguranganf Penamhahan Rencana Kinerja
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu
Penyesuaian Target

PERIODE PENILAIAN:
NSTANSI ..... JANUARI SD ... DESEMBERTAHUN ...

PEGAWAI YANG I]INII,AT PFi]AFiAT PF'IV]I,A I KIi$F]R. IA

NAMA NAMA

NTP NTP

PANGKAT/GOI. RI'ANC PANGKATI(lOT. RIIAN(-}

,IARATAN .IARATAIV

IIN]T KER,IA TNSTANSI

SEMULA:

NO RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNGI UNIT

KtrRJA/
ORGANISASI

REF{C.ANA
KINERJA

ASPEK INDIKATOR KINERJA
iNDIVIDU

TARGET

1 Rencana
Kinerja 1

IKI 1.1 Targer 1 " 1

IKI 1.2 Target 1.2

2 Rencana
Kinerja 2

tKl 2 Target 2

IvItrNJADI:

NC) RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNGI UNIT

KERJAI
ORGANiSASi

RENCANA
KINERJA

ASPEK lNDIKATOR
INERJA INDIVIDT

TARGRT REVIU OLEH
PtrNGELOLA KINtrRJA

1 Rencana
Kinera l

tKI 1 Target 1 Jenis Pen5reiarasan:

r-_lLI
Catatan Perbaikan:

) Rencana
Kinerja 2 'KT 

2 Target 2 Ienis Penyelalasan;
'j_::':1"" " """- '

tl
latatan Perbaikan:

Alasan per-uLrahar:

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 L AA2

(tempat), {tanggal, bulan, tahun}
Pejabat Peni lai Kinerja.

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADIDWI ARIES SUDARTO



LAMPIRAN XXVII PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

GUBERNUR SUMATERA UTARA
10 TAHUN 2A22
28 MARE-T 2A22

PENGAJUAN IDE BARU INDIVIDU

NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KER.]A
LINGKUP IDE BARU

DESKRIPSI IDE BARU

(penjelasan)

PENILAIAN MANDIRI
NO PERTANYAAN JAWABAN
1. Apakah ide barr pernah diterapkan dan memberikan

kemanfaatan di tim kerja/ unit kerja/ instansi/ nasional?
*Sesuai dengan lingkup penerapan ide baru.
*Jika pernah maka tidak dianggap setragai ide baru. Jika
beium pernah, lanjut ke pertanyaan 2.

nil
Pernah Tidak Pernah

z, Apakah ide baru tersebut dimungkinkan secara anggaran/
dapat diterapkan tanpa menggunakan anggaran?
*Jika ide baru tersebut membutuhkan anggaran namun
tidak dimungkinkan secara ketersediaan anggaran, maka
tidak dianggap sebagai ide baru. Jika ide traru tersebut
dapat diterapkan dengan anggaran yang tersedia/ tanpa
menggunakan anggaran, lanjut ke pertan5,'aan 3.

NT
Ya Tidak

.f. Apakah ide baru ini memberikan manfaat atau berdampak
pada peningkatan/ akselerasi Kinerja tim kerjal unit kerja/
instansi/ nasional?
*Jika ide kraru tidak memberi dampak peningkatan/
akselerasi Kinerja tim kerja/ unit kerja/ instansil nasional,
maka tidak dianggap sebagai ide baru. Jika dapat
memberikan manfaat atau meningkatkan Kinerja, maka
dapat diusulkan sebagai ide baru.

Penjelasan dan bukti/
evidence:

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Direkomendasikan oleh,

(Naraa)
(NrP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 1 002

(tcmpat), (tanggal, bulan. tahun)
Dia.iukan oleh

Ketua.

(n-arna)
(NrrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd
BiRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN XXVM PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

GUBERNUR SUMATERA UTARA
10 TAHUN 2A22
28 MARET 2A22

PENGAJUAN IDE BARU KELOMPOK

NAMA KETUA KELOMPOK
NIP
PANGKATIGOL RUANG
JABATAN

UNIT KERJA
ANGGOTA KELOMPOK
1 NAMA

NlP
UNIT KERJA
PERAN

2 NAMA
NIP
UNIT KERJA
PERAN

LI NGKUP IDE BARU
TA NGGAL PENGAJUAN

DESKRIPSI IDE BARU
(penjelasan)

PENII-AIAN MANDIRI
NO PERTANYAAN JAWABAN
i Apa-irah ide baru pernah diterapkan dan memberikan

kemanf'aatan di tim keq a/unit kerj a/instansi/ nasional?
*Sesuai dengan iingkup penerapan ide b'aru.
"Jika pernah maka tidak dianggap sebagai ide i:aru. Jika
belum pernah, lanjut ke pertar:yaan 2.

EN
Pernah Tidak

Pernah

2. Apakah ide baru tersebut dimungkinkan secara
anggaranI dapat diterapkan tanpa menggunakaa alggaran?
*Jika ide baru tersebut membu.tuhkal a:rggaran namun tidak
dimungkinkan secara ketersediaan anggaran, maka tidak
dianggap sebagai ide baru. Jika ide baru tersebut dapat
diterapkari dengan anggaran yang tersedia/tanpa
menggunakan anggaran, lanjut ke pertanyaan 3.

ttt:]
Ya Tidak

a
a). Apakah ide baru ini memberikan manfaat atau berdarnpak

pada peningkatan/akselerasi Kineq'a tim kerjalunit
kerj af instalsi/nasional?
*Jika ide baru tidak memberi dampak peningkatan/ akselerasi
Kinerja tim kerjal unit kerja/ instansi/ nasional, maka tidak
dianggap sebagai ide baru. Jika dapat memberikan manfaat
atau meningkatkan Kinerja, maka dapat diusulkan sebagai ide
baru.

Penjelasan dan buktil evidence:

(tempal). (tanggai, bulan, tahun)
Direkomendasikan oieh.

(Nama)
(NrP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 I 002

(tempat). (tanggal, bulan, tahun)
Diajukan oleh

Ketua.

(Nama)
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI
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LAMPIRAN XXKI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2A22

PENILAIAN PERILAKU KERJA

{tempat}, (tanggal, bulan, tahun}
Pej abat Peni lai Kinerj a,

{Nama}
(NrP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 L996A3 1 002

PEGA1VAI YANG DINILAI PF^IABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP {*opsiona}

PANGKAT/GOL
RUANG

PANGKATIGOL
RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

NO ASPEK PERILAKU NILAi

1 Orientasi Pelayanan

2 Insitiatif Kerja

arl Komitmen

4 Kerjasama

5 Kepemimpinan

Nilai Akhir

PtrRIODE PtrNILAIAN: ..... JANUARI SD ... DtrSEMBtrR TAHUN ...



LAMPIRAN XXXII PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

GUBERNUR SUMATERA UTARA
10 TAHUN 2A22
28 MARET 2022

LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA

1 PEGAWAI YANG DINILAI
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KER.]A

2 P&]ABAT PENILAI KINER.IA
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KERJA

J ATASAN PF^IABAT PENILAI KINERJA
NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN
UNIT KERJA

4 PENILAIAN KINERJA
NILAI SKP
NILAI PERILAKU KERJA
NILAI SKP + PERILAKU KERJA
IDE BARU
NILAI KINERJA PEGAWAI
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
TOTAL ANGKA KREDIT YANG
DIPEROLEH {BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL}

5 PERMASALAHAN

6 REKOMENDASI

8. (tempat, tanggal bulan tahun
penandatanganan)

Pegawai yang Diniiai,

7. (tempat, tanggal trulan tahun
penandatanganan)

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)

iNrP)

(Nama)
(NrP)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

DWI ARIES SUDARTO

1 002

trDY RAHMAYADI



LAMPIRAN XXXW PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

GUBERNUR SUMATERA UTARA
10 TAHUN 2A22
28 MAREI 2A22

LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA*

1 PEGAWAI YANG DINILAI
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KERJA

2 PF^IABAT PENILAI KINERJA
NAMA
NIP
PANGKATIGOL RUANG
JABATAN
UNIT KERJA

o ATASAN PE.IABAT
NAMA

PENILAI KINERJA

NIP
PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN
UNIT KERJA

4 PENILAIAN KINERJA
NILAI SKP
NILAI PERILAKU KtrRJA
NILAI SKP + PERILAKU KERJA
IDE BARU
NILAI KINERJA PEGAWAI
PREDIKAT KlNtrRJA PEGAWAi
TOTAL ANGKA KREDIT YANG
DiPEROLEH {BAGi PRIABAT
FUNGSIONAL}

5 PERMASALAHAN

6 REKOMENDASI

7. (tempat, tanggal bulan tahun penandatanganan)
Atasan Pejabat Penilai Kineria,

{Nama) (NIP)

*Apabila PNS yang dinilai danlatau Pejabat
dokumen penilaian kinerja setelah melewati

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1AA2

PNS tidak menandatangani
(empat belas) hari.

Penilai Kinerja
batas waktu 14

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN XXXV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARE"I 2A22

LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA*

* Rekomendasi atasan dari pejabat penilai Kineda atas perubahan hasil penilaian Kinerja.

Salinan Sesuai denga:e Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI
DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT i
NrP. 19710413 1qq603

1 PEGAWAI YANG DINILAI
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KERJA

2 PtrJABAT PENILAI KINERJA
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KERJA

J. ATASAN PF^IABAT PENILAI KINER JA
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KERJA

+ PENILAIAN KINERJA
NILAI SKP
NILAI PERILAKU KERJA
NILAI SKP + PERILAKU KERJA
IDE BARU
NILAI KINERJA PEGAWAI
PREDIKAT KINERJA PEGA\ITAI
TOTAL ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH (BAGI PHABAT
FUNGSIONAL}

5 PERMASALAHAN

6 REKOMENDASI

7 KEBERATAN

8 PENJELASAN PF^IABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

9 KEPUTUSAN ATASAN PF^IABAT PENILAI KINERJA

(tempat, tanggal. bu1an, tahun penandatanganan), (tempat,ta"ggat@
Pejabat Penilai Kinerja"Pegawai yang Dinilai

(NanaJ
(NrPj

(Namal

tNrPj
(tempat, tauggal. bu1an, tahun penar:datanganan)

Atasan Pejatrat Penilai Kinerja,

(Nama)
(N1P)

I 002



LAMPIRAN XXXVI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MARET 2022

PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN
PENILAIAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI

A. Jumlah \Maktu Penyelesaian $WP)
JWP adalah penjumlahan waktu penyelesaian atas rincian aktivitasltugas
yang dilaksanakan oleh masing-masing Pegawai dalam jangka waktu 1

(satu) bulan dalam satuan menit.

B. Aktivitas Kerja (AK)

AK adalah kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai dalam

mencapai kinerja.

At,, _ ]umlah waktu penyelesaian per bulan fumlah penilaian atasan
fir}l*

C. Instruksi Khusus Pimpinan (IKP)

IKP -
|umlah penilaian atasan

|umlah instruksi khusus pimpinan per bulan

D. Penilaian Perilaku Kerja (PPK)

LEVEL PERILAKU KERJA YANG DIPERSYARATKAN

JABATAN JENJANG
JABATAN

LEVEL YANG
DIPERSYARATKAN

Jahatan Pimpinan Tinggi
Utama 7

Madya 6-7
Pratama 5-6

Jabatan Administrasi
Administrator 4-5
Pengawas 3-4
Pelaksana 1-2
Utama 5-6
Madya 4-5

rBslurrar
Muda 3-+
Pertama 2-3

Jabatan Fungsional
Keterampilan

Penyelia 3-4
Ma}.ir 2 -'3
Terampil L-2
Pemula r-2



1. Jika JPT Utama pada :

a) Level yang diperoleh 7 (standar dipersyaratkan)
'!\lilni Dayilnbt, Vnni^ 

- 
1"rnrY.LUt ' At aLVt\& t\at JIL - LLV

b) 6 < level yang diperoleh < 7 (dibawah standar dipersyaratkan)

NilaiPerilakuKerja : 90 + (1,2a - 90) x {Levelyang diperatett - 6)

2. Jika JPT Mad5ra pada :

a) Level yang diperoleh 6 - 7 {standar dipersyaratkan)

NilaiPerilakuKerja - 90 + (120 90) x (Leuetyangdiperoleh - 6)

b) 5 s level yang diperoleh < 6 (dibawah standar dipersyaratkan)

NitatPertlakuKerja: W

J. iika JPT Pratama, Jabatan Aciministrasi, jabatan Fungsionai (standar
Perilaku Kerja adalah level 3 - 6) pada :

a) Level yang diperoleh Standar dipersyaratkan

Nilai Perilaku Kerja

= 90 + (109 - 90) x {Level yaftg diperoleh * o *)

b) Level yang diperoleh dibawah standar dipersyaratkan

NttaiperilakuKeria = 
Leuelyang diperoleh *ro

&*

c) Level yang diperoleh diatas standar dipersyaratkan

Nilai Perilaku Kerja

= ru9 + 
(12-0-- 

-1-09) x lLeveiyang dLpetoieh - b *)lb-a)
Keterangan:

a : standarflevel minimal suatu aspek perilaku yang

dipers3,'aratkan de-lam jabatan

b : standar/level maksimal suatu aspek perilaku yang

dipersyaratkan dalarn jabatan

4. Jika Jabatan Aciministrasi, iabatan Fungsionai (stanciar Periiaku Kerja

adalah level 1 - 2) pada :

a) Level yang diperoleh Standar dipersyaratkan

Ni.latPerils.kuKeria: 90 + t109 - 90) x (Leuelyang diperoleh - 1.)

b) Level yang diperoleh elibawah standar dipersyararkan



c) Level yang diperoleh diatas standar dipersyaratkan

Nilai Pertlaku Kerja

(120 - 10e): L09+ (2-1)

E. Nilai produktivitas kerja :

1. Jabatan Tinggr Pratama dan Jabatan Administrasi

Nilai Produktivitas Kerja

(Nilai AK x 4}ah) + (Nilai IKP x 20o/a) + (Nilai PPK x 40o/o)

3

bukan dari penyetaraan jabatan

(Nilai AK x 6}o/a) + (Nilai PPK x 40s/a)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 1 002

x {Levelycnlg diperateh - Z}

2. Jabatan Fungsional yang

Nilai Produktivitas Kerja =

F. Besaran TPP berdasarkan :

i. Produktivitas kerja
'rDD - 

(1",*l^h'!'DD *^b.i*^l v (-l-10,/-\ v Ir.Ti!-i f)rcJrrL+irritrc Ilari^i1a-VvllialLliaiittt.LctlJLttLULtxiJv-iUjAiiiisilIiVLiUr\aiVrlciJiagtr(I

2. Disiplin Kerja Pegawai

TPP = (JumlahTPP maksimal x 4Aa/o) - (Persentase tidak masuk kerja *
f)arcnnl-+nn +avlnqhat *^."1, lrnvin -L Dnrcanfaca ^rrl.^- ]oL'il. ^'rr^l '-LI LlJUtrtqJL LLllqlltuqL ttlqJLll\ r\LrJq I I LrJ!rlLqJL PurarrS tLUlll avvql r

Persentase tidak apel + Persentase idak memakai pakaian dinas

sesuai ketentuan saat melakukan absensi)

Ntlai akhir TPP = j'PP Produktivitas Kerja + TPP Disiplin Kerja



LAMPIRAN XXXWI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 10 TAHUN 2A22
TANGGAL 28 MAREI 2A22

PERSENTASE PENGURANGAN TPP

Tidak masuk kerja 5% per hari

Tidak apel hari Senin 5-vo per apel

Tidak apel hari besar atau
hari yang ditentukan 10% per apel

5% per hari

\rr/AKru TERLAMBAT I lBTr?m""
| (PERHART)

Tidak memakai pakaian
dinas sesuai ketentuan
saat melakukan absensi

TINGKAT TERLAMBAT

TM1
< 15 menit a,25ak

> 15 s.d. 3O menit o,5o/o

TM2 > 3O s.d. 6O menit 1o/o

TM3 > 60 menit 2,5o/o

TINGKAT PULNAG LEBIH
AWAL (PLAI WAKTU PULANG BEKERJA

PERSENTASE
PULANG LEBIH

AWAL {PERHART}

PLA 1

15 menit 4,25o/a

> 15 s.d. 3O menit a,5o/o

PLA 2 > 3O s.d. 60 menit |a/o

PLA 3 > 60 menit 2,1Vo

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI
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